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CAESAR FERDIAN, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Juni 2018, IMPLEMENTASI PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG 
NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN MENGENAI TANGGUNG 
JAWAB HUKUM PENGELOLA PARIWISATA TERHADAP KERUGIAN 
PENGUNJUNG (STUDI DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK), 
Hamidi Masykur, S.H.,M.Kn., Ranitya Ganindha,SH.,MH. 
 
Pengelola pariwisata memiliki tanggung jawab atas seluruh jasa yang 
disediakan, tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib 
menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 
diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai 
akibat sikapnya oleh pihak lain. Pengelola pariwisata wajib menerapkan pasal 26 huruf 
D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan karena didalam 
peraturan tersebut dituangkan secara eksplisit mengenai kewajiban pengelola dalam 
memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada 
pengunjung. 
 
Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskanlah 2 (dua) rumusan masalah 
yaitu tentang Bagaimana implementasi pasal 26 huruf d undang-undang No. 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan mengenai tanggung jawab hukum pengelola pariwisata 
terhadap kerugian pengunjung dan bagaimana hambatan Dinas pariwisata, 
kepemudaan, olahraga dan kebudayaan Kabupaten Nganjuk dalam menjamin 
kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan  
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis empiris 
dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan jenis penelitian empiris ini dapat 
dilihat dari dua aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mengkaji tentang pasal 26 huruf 
d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sedangkan aspek 
empiris ialah menganalisa tanggung jawab pengelola terhadap pengunjung yang 
mengalami kerugian yang berlandaskan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan 
 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-
undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada kawasan wisata air terjun 
sedudo belum bisa dilaksanakan secara efektif, karena terdapat dua faktor yakni, faktor 
internal dan faktor eksternal. faktor internal dipengaruhi oleh undang-undang yang 
kurang mengatur secara jelas mengenai kriteria tentang memberikan keamanan, 
keramahan, kenyamanan, dan keselamatan, berikutnya dipengaruhi oleh disiplin kerja 
yang kurang baik dari pegawai yang bertugas. faktor eksternal disebabkan oleh 
masyarakat yang tidak mentaati aturan yang berlaku di kawasan wisata air terjun 






















oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, pengunjung harusnya sadar akan bahaya 
yang bisa membahayakan keselamatan jiwanya jika melanggar larangan yang sudah 




















































CAESAR FERDIAN, Economic and Business Law, Faculty of Law Universitas 
Brawijaya, June 2018, IMPLEMENTATION ARTICLE 26 LETTER OF LAW NO. 10 
YEAR 2009 ABOUT TOURISM ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF TOURISM 
MANAGERS TO VISITORS 'LOSS (STUDY IN GOVERNMENT TOURISM OFFICE 
NGANJUK REGENCY), Hamidi Masykur, S.H., M.Kn., Ranitya Ganindha, SH., MH. 
Tourism managers have responsibility for all services provided, 
responsibilities can literally be interpreted as being obliged to bear everything if 
anything happens to be prosecuted, blamed, imprisoned or also means the right that 
functions to accept the imposition as a result of his attitude by other parties. Tourism 
managers shall apply Article 26 letter D Act no. 10 Year 2009 on Tourism because 
within the regulation is explicitly stated regarding the obligations of managers in 
providing comfort, friendliness, security, and safety to visitors. 
Based on the research background, 2 (two) formulation of the problem is 
formulated on how to implement article 26 letter D of Law No. 10 Year 2009 of Tourism 
concerning the legal responsibility of tourism managers to visitors' losses and how the 
obstacles of government tourism office, youth, sports and culture Nganjuk Regency in 
ensuring the comfort, friendliness, security, and safety of tourists 
This study uses a kind of legal research empirical juridical method with 
sociological juridical approach. The use of this type of empirical research can be seen 
from two aspects namely the juridical aspect of this study to review article 26 letter D 
Law No. 10 Year 2009 of Tourism. While the empirical aspect is to analyze the 
responsibilities of managers to visitors who experience losses based on Law no. 10 
Year 2009 of Tourism. 
The results obtained that the implementation of Article 26 letter D Act no. 10 
Year 2009 of tourism in the tourist area of sedudo waterfall can't be implemented 
effectively, because there are two factors, internal factors and external factors. Internal 
factors are influenced by laws that do not adequately regulate the criteria of providing 
security, friendliness, comfort, and safety, next affected by poor work discipline of the 
employee on duty. External factors caused by people who do not comply with the rules 
that apply in the area sedudo tourism. 
The effort that must be done according to the researcher is the improvement of 
work discipline by government tourism office Nganjuk Regency, visitors should be 
aware of the danger that could endanger the safety of his soul if it violates the ban 
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A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara dengan potensi pariwisata terbesar di dunia. 
Keberagaman flora dan fauna seperti (komodo, harimau sumatra, cenderawasih, 
bunga rafflesia arnoldii, bunga bangkai, angrek hitam, dan sebagainya) serta 
keindahan alam yang tersebar luas mulai dari Sabang sampai dengan Merauke 
seperti Raja Ampat, Bunaken, Gunung Bromo, Pulau Bali, air terjun, dan 
sebagainya, begitu juga dengan keanekaragaman budaya yang menjadi daya tarik 
wisatawan baik domestik ataupun mancanegara, yang juga menjadi ciri khas dari 
pariwisata di Indonesia. 
Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai 
negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak beberapa tahun terakhir 
menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan paraiwisata sebagai sektor 
unggulan didalam perolehan devisa, penciptaan lapangan kerja, maupun 
pengentasan kemiskinan.1 Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu 
negara. Pariwisata bagi negara atau pemerintah daerah berpotensi untuk 
memperoleh pemasukan dari setiap pendapatan objek wisata. Pariwisata 
mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan
                                                          
1 I Gde Pitana, M.Sc. dan Putu G. Gayatri, M. Si., Sosiologi Pariwisata, (Yogyakarta: CV. 






















citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan 
perluasan kesempatan kerja.2 
Kebutuhan akan wisata timbul seiring dengan kegiatan manusia sehari-hari 
yang tidak bisa lepas dari rutinitas yang dijalani baik di kantor, di rumah, maupun 
ditempat lain. Rutinitas tersebut pada suatu waktu akan memunculkan rasa bosan 
atau jenuh sehingga manusia akan berhenti sejenak dari rutinitas tersebut untuk 
kembali menyegarkan diri dan pikiran. Untuk meringankan beban pikiran dan 
menumbuhkan semangat untuk menghadapi rutinitas berikutnya salah satunya 
dengan cara berwisata. 
Dulu kebutuhan manusia terhadap wisata masih merupakan kebutuhan yang 
bersifat mewah sehingga hanya dapat dinikmati oleh sebagian orang saja, tetapi 
sekarang setiap orang sudah dapat menikmati wisata karena hampir seluruh lapisan 
masyarakat membutuhkan berwisata oleh karena itu sekarang berwisata dapat 
dikatakan sebagai kebutuhan yang sulit untuk diabaikan. Menurut pasal 1 ayat (7) 
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa 
usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.3 Hal ini sejalan 
dengan sila ke-5 dari pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 
ini menunjukkan bahwa setiap atau seluruh rakyat dapat merasakan keadilan dan 
kebebasan dalam berwisata tanpa takut adanya tindakan diskriminasi dari pihak 
                                                          
2 Diakses dari www.kemenpar.go.id/userfiles/LAK%20Kemenparekraf%20Tahun%202013. 
pdf. (online), pada rabu, 03 Januari 2018, pukul 14.46. 
3 Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran 






















manapun, karena dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia di 
dalam pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa: bumi, air, dan kekayaan alam 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.4 
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
menyebutkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.5 Makna dalam pasal tersebut menunjukkan 
arti bahwa tidak hanya pemerintah saja yang dapat memiliki atau mengelola 
pariwisata tetapi pengusaha beserta kelompok masyarakat juga dapat andil dalam 
menyedikan jasa pariwisata. Menurut pasal 22 Undang-undang No. 10 Tahun 2009  
tentang Kepariwisataan, Setiap orang yang ingin menjadi  pengusaha pariwisata 
berhak a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang 
kepariwisataan; b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; c. 
mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan d. mendapatkan fasilitas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.6 
Wisatawan atau pengunjung datang ketempat wisata dengan tujuan untuk 
mendapatkan kesenangan oleh karena itu seharusnya para wisatawan mendapatkan 
pelayanan yang baik dan memadai yang bisa menjamin keselamatan pengunjung 
wisata. Kita tahu bahwa tidak sedikit kejadian tentang kecelakaan di tempat wisata 
                                                          
4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
5 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. 
6 Pasal 22 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara 






















yang bisa mencoreng citra baik suatu tempat, daerah, ataupun negara yang saat itu 
mengalami kejadian atau kecelakaan tersebut. Tempat wisata tersebut dinilai 
kurang memadai atau memenuhi standar keamanan untuk keselamatan pengunjung, 
padahal juga tidak sedikit pengunjung nakal yang mengabaikan peraturan atau 
larangan yang sudah terpasang di tempat yang mudah dilihat seperti misal 
menggunakan sabuk pengaman di suatu wahana, dilarang berenang melintasi batas 
yang dipasang, dilarang mandi dibawah air terjun, begitu juga pengunjung nakal 
lainnya yang tetap menerobos atau memaksa masuk padahal jam operasional 
tempat wisata tersebut sudah tutup. Kejadian kejadian seperti itulah yang 
menyebabkan kerugian baik bagi pengelola objek pariwisata dan juga pengunjung 
lainnya. 
Kerap kali wisatawan dihadapkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, 
meskipun sudah berhati-hati tetapi masih saja terkena musibah yang berasal dari 
faktor selain kelalaian pengelola setempat yang mengakibatkan kerugian pada 
pengunjung, seperti bencana alam yang menyebabkan luka ringan, cacat permanen, 
hingga kematian, tidak jarang juga kerugian yang disebabkan oleh pencurian, 
pemerasan, pembegalan disekitar area objek wisata. Padahal sudah seharusnya 
pihak pengelola bisa menanggulangi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 
tersebut karena sudah diatur dalam pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 26 yang Undang-undang No. 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan menyebutkan:7  
                                                          
7 Pasal 26 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara 






















a. Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma 
agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
setempat;  
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;  
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;  
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 
keselamatan wisatawan;  
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan 
yang berisiko tinggi;  
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat 
yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;  
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam 
negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;  
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;  
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program 
pemberdayaan masyarakat;  
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan 
kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;  
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;  
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;  
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha 






















n. dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Salah satu tempat wisata yang cukup banyak didatangi oleh pengunjung 
adalah air terjun Sedudo yang berlokasi di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, 
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berjarak sekitar 30 km dari pusat Kota Nganjuk, 
memiliki ketinggian sekitar 105 meter dan berada di ketinggian 1.438 meter di atas 
permukaan laut (dpl) berada di kaki Gunung Wilis. Dulunya tempat wisata ini 
hanya dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutani saja 
tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya wisatawan yang datang 
LMDH dan Perhutani mengadakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Nganjuk 
untuk mengembangkan dan merawat kawasan wisata Air terjun Sedudo mulai dari 
perbaikan jalan hingga penambahan fasilitas baru di dalam area Sedudo. 
Tanggal 21 Juli 2015 terjadi suatu inseden longsor di air terjun Sedudo 
hingga menyebabkan jatuhnya korban, material longsor tersebut berupa pohon 
berdiameter 30 sentimeter yang tiba-tiba jatuh dari ketinggian 90 meter dan tepat 
mengenai para pengunjung yang mandi dibawahnya. 3 orang tewas, 9 orang luka, 
berikut data korban longsoran Air terjun Sedudo:  
Tabel I.a 







3 orang 5 orang 4 orang 























Berdasarkan kejadian tersebut nampak bahwa sepertinya pihak pengelola 
Kawasan wisata Air terjun Sedudo kurang memperhatikan tentang keselamatan 
pengunjung dan melanggar hak pengunjung yang harusnya terjamin keamanan dan 
keselamatan pengunjung saat berwisata di air terjun Sedudo hingga menyebabkan 
jatuhnya korban yang tidak sedikit. Insiden longsornya material berupa pepohonan 
yang cukup besar menunjukkan bukti bahwa belum terlaksanakannya pasal 26 
huruf (d) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengenai 
kewajiban pengelola pariwisata dalam memberikan kenyamanan, keramahan, 
perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.8 Padahal pengunjung sudah 
membayar suatu harga untuk dapat masuk ke kawasan wisata tersebut. Di dalam 
pasal 20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dirumuskan 
tentang hak-hak wisatawan antara lain a. memperoleh informasi yang akurat 
mengenai daya tarik wisata; b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; c. 
perlindungan hukum dan keamanan; d. pelayanan kesehatan; e. perlindungan hak 
pribadi; f. dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.9 
Mekipun sudah ada jaminan keselamatan pengunjung yang terdapat dalam 
Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, namun belum diatur 
oleh pemerintah secara detail dalam ketentuan sebagai pelaksana Undang-undang 
yaitu Peraturan Daerah. 
                                                          
8 Pasal 26 huruf (d) Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. 
9 Pasal 20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara 






















Pelayanan kepariwisataan dengan standar adalah pelayanan yang diberikan 
kepada wisatawan sesuai berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar 
kompetensi sumber daya manusia. Untuk standar pelayanan pariwisata juga diatur 
di dalam pasal 54 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
yang bisa diartikan produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata harus memiliki 
standar usaha, standar usaha dilakukan melalui sertifikasi usaha, sertifikasi usaha 
dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.10 
Pengelola pariwisata memiliki tanggung jawab atas seluruh jasa yang 
disediakan, tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib 
menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 
diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai 
akibat sikapnya oleh pihak lain.11 Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban 
berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua 
hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang 
mungkin ditimbulkannya.12 
Sudah seharusnya pihak pengelola bertanggungjawab atas segala risiko 
yang muncul di lokasi wisata yang dikelolanya dengan menetapkan suatu kepastian 
hukum yang dapat digunakan di setiap kasus tentang kepariwisataan mengenai 
                                                          
10 Pasal 54 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. 
11 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, hlm. 1006). 























tanggung jawab dari pengelola pariwisata yang menggunakan tanggung jawab 
secara pidana, perdata atau administrasi. 
Berdasarkan pengertian dan teori mengenai tanggung jawab tersebut yang 
dituangkan secara eksplisit di dalam pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 
Tahun 2009 tentang  Kepariwisataan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul :  
Implementasi Pasal 26 Huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan Mengenai Tanggung Jawab Hukum Pengelola Pariwisata 






No Nama Peneliti 
Tahun 
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2. Pelanggaran hak 
konsumen apa 
sajakah dilakukan 
oleh PT. Z ( Studi 
Penelitian yang 
dilakukan oleh 





























wahana X di tempat 
rekreasi Y) 
3. Apakah PT. Z 













































































kecelakaan di lokasi 










Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu bahwa, penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Maria Monica B. Napitupulu menggunakan 
analisa dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen sedangkan Penulis menggunakan Pasal 26 Huruf D Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sebagai hukum positif. Selain itu, 
penulis lebih memfokuskan kepada penerapan Pasal 26 Huruf D Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan didalam pemberiaan pelayanan di 
suatu lokasi wisata tidak hanya hak-hak konsumen saja yang harus deberikan tetapi 
juga untuk mengetahui bagaimana kesiapan pengelola wisata selaku penyedia jasa 
pariwisata. Pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti Maria yakni hak-hak 
konsumen yang dilanggar oleh pengelola selaku penyedia jasa pariwisata 
sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang kewajiban pengelola sebagai 
penyelenggara harus memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan 






















Perbandingan selanjutnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
peneliti Putu Taufan Ardita bahwa, peneliti Putu Taufan menggunakan dasar 
analisis yang lebih kompleks yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan sedangkan penulis hanya berfokus pada penerapan Pasal 26 Huruf 
D Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Objek 
penelitian Putu Taufan Ardita tertuju kepada bentuk Perlindungan hukum bagi 
wisatawan dan bentung tanggung jawab pihak pengelola, sedangkan penulis lebih 
memfokuskan kepada kewajiban pengelola sebagai penyelenggara pariwisata harus 
memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan kepada 
wisatawan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana implementasi pasal 26 huruf D undang-undang No. 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan mengenai tanggung jawab hukum pengelola pariwisata 
terhadap kerugian pengunjung ? 
2. Bagaimana hambatan Dinas pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan 
Kabupaten Nganjuk dalam menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan 
keselamatan wisatawan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis implementasi pasal 26 huruf D undang-undang No. 10 






















2. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pasal 26 huruf D undang-
undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mengenai tanggung jawab 
hukum pengelola pariwisata terhadap kerugian pengunjung. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Secara umum penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangsih dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:  
 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, 
khususnya hukum ekonomi dan bisnis. 
 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan penelitian ini nantinya memberikan manfaat bagi banyak pihak 
yang terkait antara lain: 
a. Pemerintah: diharapkan nantinya memunculkan undang-undang atau 
peraturan baru yang mengatur secara khusus perlindungan untuk 
pengunjung wisata yang mengalami kerugian beserta penyelesaian 
sengketanya. 
b. Pengelola pariwisata: diharapkan para pengelola tidak hanya sekedar 
memikirkan tentang bagaimana mendapatkan banyak profit tetapi juga 
harus memikirkan tentang keselamatan, keaman, dan kenyamanan 






















atau mekanisme penyelesaian masalah bagi pengunjung yang mengalami 
kerugian saat berwisata. 
c. Masyarakat Umum: masyarakat diharapkan tidak perlu bingung lagi harus 
melakukan upaya apa dan bagaimana penyelesaiannya jika dihadapkan 
dengan hal-hal yang tidak diinginkan di tempat wisata tersebut yang bisa 
menyebabkan kerugian bagi wisatawan. 
 
E. Sistemаtikа Penulisаn 
Dаlаm sub ini diberikаn gаmbаrаn yаng jelаs dаn terаrаh mengenаi 
penyusunаn skripsi. Urаiаn di dаlаmnyа terdiri dаri beberаpа bаb, dаn untuk itu 
penulisаn telаh menetаpkаn sistemаtiskаn sebаgаi berikut: 
 
BАB I: PENDАHULUАN 
Bаb ini diurаikаn tentаng lаtаr belаkаng mаsаlаh, rumusаn mаsаlаh yаng berisi 
mаsаlаh spesifik yаng аkаn diteliti besertа tujuаn dаn mаnfааt penulisаnnyа. 
BАB II: KАJIАN PUSTАKА 
Pаdа bаb ini menjelаskаn tentаng teori-teori yаng secаrа umum melаndаsi 
penulisаn dаn pembаhаsаn yаng berkаitаn dengаn judul untuk dijаdikаn sebаgаi 
pisаu аnаlisis dаlаm proses penelitiаn sehinggа didаpаtkаn gаmbаrаn teoritis 
terhаdаp bаhаsаn dаlаm judul ini. 
BАB III: METODE PENELITIАN 
Pаdа bаb ini аkаn memuаt tentаng metode penelitiаn yаng digunаkаn dаlаm 






















1. Jenis Penelitiаn 
2. Metode Pendekаtаn 
3. Lokаsi Penelitiаn 
4. Jenis dаn Sumber Dаtа 
5. Teknik Memperoleh Dаtа  
6. Populаsi, Sаmpel, dan Responden 
7. Teknik Аnаlisis Dаtа 
8. Definisi Operаsionаl 
BАB VI: HАSIL PENELITIАN DАN PEMBАHАSАN 
Bаb ini berisikаn hаsil dаn jаwаbаn аtаs rumusаn mаsаlаh yаng telаh disаmpаikаn 
di BАB 1 tentаng bagaimana implementasi pasal 26 huruf D undang-undang No. 
10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengenai tanggung jawab hukum 
pengelola pariwisata terhadap kerugian pengunjung saat berwisata. 
BАB V: PENUTUP 
Bаb ini merupаkаn bаb terаkhir yаng memuаt kesimpulаn dаn sаrаn yаng dаpаt 
diberikаn kepаdа pihаk-pihаk yаng terkаit dаlаm permаsаlаhаn penelitiаn ini. 
Dаlаm hаl ini diurаikаn tentаng kesimpulаn-kesimpulаn dаri hаsil pembаhаsаn 
pаdа bаb-bаb sebelumnyа dаn sertа sаrаn tentаng pembаhаsаn yаng diurаikаn 


























A. Teori Negara Hukum 
Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut 
Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran 
tentang hal itu telah lama ada.13 Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di 
kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh 
Aristoteles.14 Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah 
manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau 
buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara 
yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.15 Aristoteles juga 
mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah 
dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan 
menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang 
dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. 
Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat.16
                                                          
13 Philipus. M.Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, 
Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta: Media 
Pratama, 1996), hlm.72. 
14 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, (Yogyakarta: UII 
Press, 2005), hlm.1 
























Imanuel Kant mengemukakan paham Negara hukum dalam arti sempit, 
bahwa Negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan 
kekuasaan Negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan 
keamanan masyarakat. Konsep Negara hukum dalam arti ini dikenal dengan 
sebutan nachtwakerstaat.17 
Ciri-ciri rechtsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah 
Negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara hukum tidak dapat 
dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian 
ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum 
diamandemen). Alinea I pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan ; 
dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam 
alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil. Semua 
istilah tersebut merujuk pada pengertian Negara hukum, karena salah satu tujuan 
Negara hukum adalah untuk mencapai keadilan.18 
Bagi konsepsi Negara hukum penegakan hukum berarti penegakan hukum 
yang ditulis dalam Undang-undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum 
identik dengan Undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Indonesia adalah 
Negara hukum, jadi segala sesuatunya harus didasarkan dengan aturan yang ada, 
tidak terkecuali pada bidang pariwisata yang juga sudah diatur diadalam Undang 
                                                          
17 Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Dilihat Dari Segi 
Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), (Jakarta: 
Kencana, 2003), hlm 96. 
18 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, 
Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta: Media 






















Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan tujuan memberikan 
kepastian hukum untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam 
berwisata. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Implementasi 
Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, dari suatu 
perjanjian atau keputusan.19 Kata implementasi dalam kamus besar bahasa 
Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.20 Menurut 
bahasa tersebut dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan diaplikasikan dalam 
segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun secara 
sistematis oleh para pihak yang berwenang dan wajib dijalankan sebagaimana 
mestinya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pelaksanaan hukum adalah 
proses penyelarasan antara nilai-nilai hukum dengan tindakan nyata agar 
tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri.21 Berlakunya hukum positif secara 
konkret adalah pemberlakuan hukum di dalam praktik kehidupan.22 
Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law and 
Society”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh 
tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut 
adalah: 
                                                          
19 Andi Hamzah, Kamus hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 261. 
20 Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan 
dan Kosa Kata Baru, (Surabaya: Amanah, 1998), hlm. 327. 
21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 
Rajawali pers, 2010), hlm. 5. 






















1. Substansi Hukum. Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-
undang itu sendiri.  
2. Struktur Hukum. Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak 
hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di 
bidang penegakan hukum tersebut.  
3. Budaya Hukum. Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum 
di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk 
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat 
akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau 
mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor 
penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.23 
Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 
aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar 
aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.24 
Pengertian implementasi dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab, Implementasi 
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, 
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi 
merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam 
                                                          
23 Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , Rajawali, 
Jakarta, 1982, hlm. 13 























keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat 
pemerintah ataupun swasta.25 
 
C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum 
1. Definisi Tanggung Jawab Hukum 
Tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib 
menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima 
pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.26 Menurut hukum 
tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang 
tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan 
suatu perbuatan.27 Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab 
dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa 
teori, yang pertama tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah 
melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau 
mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. 
Kedua tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 
karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan 
                                                          
25 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), hlm. 65. 
26 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 
Pustaka, hlm. 1006). 























(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 
bercampur baur (interminglend). Ketiga tanggung jawab mutlak akibat 
perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), 
didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, 
artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian 
yang timbul akibat perbuatannya.28 
Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan 
wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab menurut kamus 
umum bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul, 
menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab 
adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja 
maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 
perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, 
artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani 
dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban 
yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Tanggung 
jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab 
karena manusia sendiri menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan 
menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.29 
                                                          
28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 
503. 
29 Julista Mustamu, 2014, ”Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang 























Selanjutnya mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan 
tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan 
peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. 
Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk 
melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang 
dari peraturan yang telah ada.30 
Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber 
atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang 
untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut 
ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang 
dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada 
dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula 
dengan pelaksanaan kekuasaan.31 
Ada 5 bentuk tanggung jawab yaitu: 
1) Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan 
Teori ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggung-
jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang diberlakukannya. 
2) Praduga untuk selalu bertanggung jawab 
Teori ini menyatakan bahwa tergugat selalu dapat dianggap 
bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 
                                                          
30 Khairrunisa,”Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi”, (Medan, 2008), 
hlm 4. 






















3) Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab 
Teori ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, dimana pelaku usaha 
tidak dapat diminta pertanggungjawabanya dan konsumenlah yang 
menanggung segala resiko. Teori praduga untuk tidak bertanggung jawab 
hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. 
4) Tanggung jawab mutlak 
Teori tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara 
umum digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha yang 
memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab 
ini lebih dikenal dengan nama product liability. 
5) Taggung jawab dengan pembatas 
Teori ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh 
pelaku usaha. Seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak 
menetukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi 
maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku.32 
Pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian 
dikenal dengan perbutan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat 
tercapai sperti apa yang disebut oleh pribahasa latin, yaitu (juris praecepta 
sunt haec honeste vivere, alterum non leadere, suum cuque tribune) artinya 
semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan 
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memberikan orang lain haknya. Perbuatan melawan hukum (onrechmatige 
daad) diatur dalam Buku III KUHPerdata. Rumusan perbuatan melawan 
hukum terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yaitu: “Tiap perbuatan 
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain 
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut”. 
Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdata Indonesia tentang perbuatan 
melawan hukum lainya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di negara 
sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai 
berikut: 
a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 
b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. 
c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas 
sebgaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.33 
 
D. Tinjauan Umum tentang Pariwisata 
1. Definisi Pariwisata 
Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 
rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. 
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Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan 
paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, 
merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. 
Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka 
menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, 
makanan, minuman dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, 
keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istrihat, budaya, pelarian, 
petualangan, pengalaman baru dan berbeda lainnya. 
Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai 
sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada 
wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah 
satu strategi yang dipakai oleh Organisasi Non-Pemerintah untuk 
mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan 
perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. 
Menurut Undang Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang 
didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, 
pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.34 
Menurut H. Kodhyat, pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke 
tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, 
                                                          























sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan 
lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.35 
Salah Wahab mengemukakan definisi pariwisata, yaitu: pariwisata 
adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan 
ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar 
hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai 
sektor yang komplek, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik 
seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan 
transportasi.36 
Menurut pendapat dari James J. Spillane mengemukakan bahwa 
pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan 
kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, 
menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain.37 
Menurut Spillane, ada lima unsur industri pariwisata yang sangat 
penting, yaitu: 
a. Attractions (daya tarik) 
Attractions dapat digolongkan menjadi site attractions dan event attractions. 
Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi 
yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata 
                                                          
35 Kodyat, H, Sejarah Pariwisata dan Perkembangnannya di Indonesia, (Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama,1983), hlm. 4. 
36 Salah Wahab, Tourism Management, (London: Tourism International Press, 1975), hlm. 55. 
37 James J. Spillane, Ekonomi Pariwisata, sejarah, dan prospeknya, (Yogyakarta : Kanisius, 






















seperti kebun binatang, keraton, dan museum. Sedangkan event attractions 
adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau 
dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau 
pertunjukanpertunjukan kesenian daerah. 
b. Facilities (fasilitas-fasilitas yang diperlukan) 
Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena 
fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat 
tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena 
itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan 
Support Industries yaitu toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah 
festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan). 
c. Infrastructure (infrastruktur) 
Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada 
infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah 
sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal 
di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. 
Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk 
menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata. 
d. Transportations (transportasi) 
Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat 
dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu 






















laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis 
gejala-gejala pariwisata. 
e. Hospitality (keramahtamahan) 
Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal 
memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan 
asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan 
mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan 
harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja 
wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman 
selama perjalanan wisata.38 
 
2. Definisi Pengelola Pariwisata 
Pengelola adalah seseorang atau badan yang melakukan proses 
pengkoordinasian dan pengintregitasan terhadap semua sumber daya, baik 
manusia maupun teknikan untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang 
ditetapkan dalam suatu organisasi. Apabila dikaitkan dengan usaha dalam 
bidang pariwisata, pengelola dapat dikatakan sebagai pengusaha pariwisata. 
Menurut pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang 
yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.39 
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1.1. Kewajiban Pengelola Pariwisata 
Kewajiban dari pengelola/pengusaha pariwisata itu sendiri ada di 
pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, yaitu :40 
a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan 
nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; 
b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; 
c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; 
d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, 
dan keselamatan wisatawan; 
e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan 
kegiatan yang berisiko tinggi; 
f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan 
koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan 
menguntungkan; 
g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk 
dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja 
lokal; 
h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan 
pendidikan; 
i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program 
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j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar 
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan 
tempat usahanya; 
k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; 
l. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; 
m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha 
kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan 
n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
1.2. Hak Pengelola Pariwisata 
Pengelola pariwisata juga memiliki hak seperti yang diatur 
dalam pasal 22 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan Setiap pengusaha pariwisata berhak:41 
a) mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang 
kepariwisataan; 
b) membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; 
mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan 
c) mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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1.3. Definisi Wisatawan 
Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu 
perjalanan wisata disebut (tourist), jika lama tinggalnya sekurang-
kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi.42 
Wisatawan adalah seseorang tanpa membedakan ras, jenis 
kelamin, bahasa, agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang 
mengadakan perjanjian lain daripada negara di mana orang itu biasanya 
tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, 
di dalam jangka waktu 12 bulan berturut- turut, untuk tujuan non-imigran 
yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan 
keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha.43 
Seorang ahli bernama Theobald mengemukakan beberapa elemen 
yang dipakai sebagai patokan untuk menentukan apakah seseorang dapat 
dikatakan sebagai wisatawan atau tidak menurut standar internasional, 
sebagai berikut : 
a) Tujuan perjalanan (pourpose of trip). Wisatawan adalah orang yang 
melakukan perjalanan selain untuk tujuan bisnis (leisure traveling), 
walau ada kalanya sebuah perjalanan bisnis juga dapat diikuti oleh 
kegiatan wisata (non-bisnis). 
                                                          
42 Gamal Suwantoro, Dasar-Dasar Pariwisata, ed. II, (Yogyakarta: Andi Offseet, 2004), hlm. 
4. 
43 Dolina Gitapati, 2012, Analisis Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Nglimut 
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 






















b) Jarak perjalanan dari tepat asal (distance traveled). Untuk tujuan 
statistik, ketika memperhitungkan jarak perjalanan wisata, beberapa 
negara memakai jarak total ulang-alik (round trip) antara tempat 
tinggal dan tujuan wisata. Umumnya jarak yang dipakai bervariasi 
Antara 0-160 km (0-100 mil) tergantung ketentuan masing-masing 
negara. Oleh karenanya, perjalan yang dilakukan seseorang, walau 
bukan untuk bisnis, tetapi bila kurang dari ketentuan yang 
ditetapkan, maka orang tersebut tidak akan dihitung sebagai 
wisatawan. 
c) Lamanya perjalanan (duration of trip). Umumnya definisi mengenai 
wisatawan mencakup perjalanan paling tidak satu malam (over 
night) di tempat yang menjadi tujuan perjalanan. Namun adakalanya 
persyaratan ini dikesampingkan pada kasus perjalanan wisata yang 
memang didesain kurang dari 24 jam tetapi nyata-nyata berdampak 
pada kegiatan bisnis pariwisata, seperti restoran, atraksi wisata, 
hotel, dan sebagainya, di daerah tujuan wisata.44 
1.3.1. Jenis-jenis wisatawan 
Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan 
dilakukan, wisatwan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
a) Foreign Tourism atau wisatawan asing adalah orang yang 
melakukan perjalanan wisata yang dating memasuki suatu 
                                                          
44 I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA., Pengantar Ilmu Pariwisata, 






















Negara lain yang bukan merupakan negara dimana dia 
biasanya tinggal, istilah wisatawan asing saat ini popular 
dengan sebutan Wisatawan Mancanegara. 
b) Domestic ForeignTourist adalah orang asing yang berdiam 
atau bertempat tinggal pada suatu Negara yang melakukan 
perjalanan wisata di wilayah Negara dimana dia tinggal. 
Orang tersebut bukan warga negara dimana dia berada tetapi 
Warga Negara Asing (WNA) yang karena tugas dan 
kedudukannya menetap dan tinggal pada suatu negara. 
c) Domestic Tourist adalah Wisatawan Dalam Negeri (WDN) 
yaitu seorang warga negara yang melakukan perjalanan 
negaranya, wisatawan semacam ini lebih dikenal dengan 
Wisatawan Nusantara. 
d) Indigenous Foreign Tourist adalah warga suatu negara 
tertentu yang karena tugas atau jabatannya ada di luar negeri 
dan pulang ke negara asalnya untuk melakukan perjalanan 
wisata di wilayah negaranya sendiri. 
e) Transit Tourist adalah wisatawan yang sedang melakukan 
perjalanan wisata ke suatu negara tertentu yang menumpang 
kapal udara atau kapal laut ataupun kereta api yang terpaksa 
singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas 
kemauannya sendiri. Biasanya ini terjadi apabila ada 






















perjalanan ke negara tujuan atau menambah penumpang atau 
mengisi bahan bakar dan kemudian melanjutkan perjalanan 
ke tujuan semula. Waktu yang cukup lama untuk pergantian 
tersebut itulah yang digunakam oleh penumpang tour di 
tempat yang disinggahinya. 
f) Business Tourist adalah orang yang mengadakan perjalanan 
untuk tujuan lain bukan wisata, tetapi perjalanan wisata itu 
dilakukan setelah tujuan utamanya selesai. Jadi perjalanan 
wisata merupakan perjalanan sekunder setelah tujuan 
primernya.45 
 
1.3.2. Motif-motif perjalanan wisata 
Para wisatawan pun mempunyai motif untuk mengadakan 
perjalan wisata. Motif-motif bagi wisata dibagi menjadi empat 
kelompok, yaitu : 
a) Motif fisik. Motif ini berhubungan dengan kebutuhan 
badaniah/fisik seperti olahraga, istirahat, kesehatan dan 
sebagainya. 
b) Motif budaya. Motif ini adalah sifat dari wisatawan, bahwa 
mereka ingin mempelajari atau memahami tata cara dan 
kebudayaan bangsa atau daerah lain seperti kebiasaan, 
                                                          






















kehidupan sehari-hari, music, tarian, dan sebagainya. 
c) Motif interpersonal. Motif ini terlahir dari keinginan 
wisatawan untuk bertemu keluarga, teman, tetangga, atau 
orang-orang tertentu seperti artis atau tokoh politik. 
d) Motif status atau prestise. Motif ini didasari atas anggapan 
bahwa orang yang pernah mengunjungi tempat/daerah lain 
melebihi sesamanya yang tidak pernah bepergian akan 
menaikkan gengsi bahkan statusnya.46 
 
1.3.3. Hak-hak Wisatawan 
Wisatawan adalah salah satu organ yang menentukan 
sukses atau tidaknya pengembangan dan pembangunan dunia 
pariwisata. Oleh karena itu, perlindungan atas hak dan kewajiban 
wisatawan perlu mendapat perhatian serius. Dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, hak-hak 
wisatawan diatur secara rinci dalam Pasal 20 Setiap wisatawan 
berhak memperoleh :47 
a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 
b) pelayanan kepariwisataan sesuai standar; 
                                                          
46 Putu Taufan Ardita, 2015, Tanggung Jawab Pengelola Terhadap Wisatawan Yang 
Mengalami Kecelakaan di Lokasi Obyek Wisata (Studi Kasus Tenggelamnya Wisatawan di 
Danau Beratan), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 40-41. 
47 pasal 20 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran 






















c) perlindungan hukum dan keamanan; 
d) pelayanan kesehatan; 
e) perlindungan hak pribadi; dan 
f) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko 
tinggi. 
Selain itu, dalam Pasal 21 juga disebutkan bahwa setiap 
wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan 
lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai 
kebutuhannya. 
 
1.3.4. Kewajiban Wisatawan 
Begitu juga dalam Pasal 25 diterangkan yang menjadi 
kewajiban setiap wisatawan, yaitu:48 
a) menjaga dan menghormati norma agama, adat-istiadat, 
budaya, dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat 
setempat; 
b) memelihara dan melestarikan dunia; 
c) turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan 
d) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang 
melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum. 
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1.4. Definisi Objek wisata 
Obyek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam 
industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan 
perjalanan (something to see). Di luar negri obyek wisata disebut tourist 
atraction (atraksi wisata), sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan 
objek wisata. Mengenai pengertian objek wisata, kita dapat melihat dari 
beberapa sumber antara lain: 
1. Peraturan Pemerintah No.24/1979. 
Objek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni 
budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang 
mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. 
2. Surat Keputusan Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi 
No.KM 98/PW: 102/MPPT-87. 
Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber 
daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai 
daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. 
Pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut Marpaung adalah 
suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat 
menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah 
atau tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat 






















wisatawan ingin mengunjungi serta mendapatkan suatu pengalaman 
tertentu dalam kunjungannya.49 
Menurut Yoeti, suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata 
(DTW) yang baik, harus mengembangkan tiga hal agar daerah tersebut 
menarik untuk dikunjungi, yakni: 
a) Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya 
adanya sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata 
yang berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan 
tersendiri). Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap 
atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagi entertainment bila orang 
berkunjung nantinya. 
b) Adanya sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu terdapat 
sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan 
cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga 
di daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang 
menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus 
didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank. 
c) Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu 
aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang 
yang berkunjung merasa betah di tempat tersebut.50 
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Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu objek 
wisata yang baik dan menarik untuk dikunjungi harus mempunyai 
keindahan alam dan juga harus memiliki keunikan dan daya tarik untuk 
dikunjungi dan juga didukung oleh fasilitas pada saat menikmatinya. 
 
E. Tinjauan Umum tentang Kerugian 
1. Definisi Kerugian 
Dalam hukum perikatan, ganti rugi umumnya terdiri dari tiga unsur, 
yaitu biaya, rugi, dan bunga. Namun dalam setiap kasus, tidak selamanya ketiga 
unsur tersebut selalu ada. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kerugian 
yang diderita seseorang dapat dibedakan menjadi kerugian ekonomis 
(economic loss) dan kerugian fisik (physical harm). Kedua jenis kerugian ini 
sangat berbeda. Kerugian ekonomis dapat dihitung secara matematis dan 
diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang sedangkan kerugian fisik sulit dinilai 
dengan uang. Untuk menentukan jumlah kerugian yang berkaitan dengan 
kerugian fisik, misalnya luka-luka, maka orang terpaksa memperbandingkan 
dua hal yang tidak sama macamnya dan satu-satunya cara ialah menaksir nilai 
harga dari keganjilan itu dengan suatu ukuran yang mungkin terpakai, yaitu 
dengan memperhitungkannya dengan sejumlah uang.51 
Berikut ini juga merupakan macam kerugian yang dapat dituntut dari 
pihak pengelola menurut Janus Sidabalok: 
                                                          
51 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, cet.2, (Bandung: PT 






















a) Kerugian atas kerusakan 
Kerugian atas kerusakan adalah segala kerugian berupa timbulnya 
kerusakan pada barang-barang milik konsumen yang ditimbulkan oleh 
produk yang dipakai/dibelinya. Misalnya, konsumen membeli sesuatu 
barang lalu disimpan bersama-sama dengan barang lain atau dipakai pada 
barang lain dan menimbulkan kerusakan pada barang lain itu. 
b) Kerugian karena pencemaran  
Kerugian karena pencemaran adalah kerugian berupa pencemaran yang 
ditimbulkan oleh produk yang dipakai/dibeli. Misalnya, produk yang baru 
dibeli itu mencemari produk lain yang dimiliki sebelumnya oleh konsumen 
sehingga barang-barang yang telah ada itu menjadi tidak berguna atau 
berkurang kegunaannya. Dua jenis kerugian diatas (kerugian atas kerusakan 
dan kerugian karena pencemaran) dapat digolongkan sebagai economic loss 
(kerugian berupa hilangnya atau berkurangnya sejumlah harta kekayaan). 
c) Kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa 
yang dihasilkan atau diperdagangkan 
Yang dimaksud dengan kerugian ini adalah kerugian berupa physical 




                                                          

























A. Jеnis Pеnеlitiаn 
Jеnis Pеnеlitiаn yаng dilаkukаn olеh pеnulis mеrupаkаn pеnеlitiаn yuridis 
еmpiris dеngаn mаksud suаtu pеnеlitiаn yаng dilаkukаn mеnеkаnkаn pаdа fаktа-
fаktа yаng аdа di lаpаngаn bеrdаsаrkаn pаdа mеtodе ilmiаh, tеori hukum dаn 
pеrundаng-undаngаn yаng bеrlаku. Bеrtujuаn untuk mеnеgаkаn hukum di dаlаm 
mаsyаrаkаt, sеhinggа tеrciptа tujuаn hukum yаng sеbеnаrnyа yаitu, kеаdilаn, 
kеmаnfааtаn, dаn kеpаstiаn hukum. 
 
B. Pеndеkаtаn Pеnеlitiаn 
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang 
digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang ada di 
masyarakat, dan berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi 
temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.53 Dalam 
hal ini peneliti mengkaji bentuk perlindungan bagi pengunjung dari Dinas 
Pariwisata Nganjuk kemudian dikaitkan dengan tanggung jawab Dinas Pariwisata 
Nganjuk selaku pengelola.
                                                          






















C. Lokasi Pеnеlitiаn 
Pеnеlitiаn ini dilаksаnаkаn di Kаntor Dinаs Pariwisata, Kepemudaan, 
Olahraga Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, Jl. Diponegoro No. 29 Nganjuk 
sеbаgаi tеmpаt pеnеliti mеlаkukаn pеngаmаtаn dаn pеngumpulаn dаtа tеrkаit 
dеngаn tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan atau pengunjung yang 
mengalami kerugian, di Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Alasan pemilihan 
lokasi ini karena bertepatan dengan peristiwa yang terjadi di Dinas Pariwisata 
Nganjuk terdapat kesesuai antara isu hukum dengan bahan yang akan diteliti oleh 
peneliti. Selain itu alasan utama pemilihan Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk 
karena pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan sektor pariwisata, 
salah satunya adalah Kabupaten Nganjuk sehingga dapat meningkatkan jumlah 
pengunjung yang tentunya di suatu objek wisata terdapat banyak risiko atau 
kerugian yang dapat terjadi, semakin banyak pengunjung maka tentunya semakin 
besar pula risiko yang bisa muncul atau terjadi kepada pengunjung, kemudian tidak 
adanya kepastian hukum dan kerugian terhadap pengunjung yang berupa 
kecelakaan di lokasi wisata sedudo yang menimbulkan korban jiwa 3 orang tewas 
dan 9 orang luka. 
 
D. Jеnis Dаtа 
Untuk mеndаpаt dаtа yаng аkurаt dаn fаktuаl, mаkа dipеrlukаn dаtа 
























1. Dаtа primеr  
Dаtа primеr аdаlаh dаtа yаng dipеrolеh sеcаrа lаngsung dаri objеknyа.54 Dаtа 
primеr dipеrolеh аtаu dikumpulkаn dеngаn mеlаkukаn studi lаpаngаn (fiеld 
rеsеаrch) dеngаn cаrа wаwаncаrа. Wаwаncаrа аdаlаh prosеs tаnyа jаwаb 
dаlаm pеnеlitiаn yаng bеrlаngsung sеcаrа lisаn dimаnа duа orаng аtаu lеbih 
bеrtаtаp mukа mеndеngаrkаn sеcаrа lаngsung informаsi-informаsi аtаu 
kеtеrаngаn-kеtеrаngаn.55  
Wаwаncаrа yаng dipilih аdаlаh wаwаncаrа bеbаs tеrpimpin, yаng 
dilаkukаn dеngаn rеspondеn non rаndom sаmpling yаng tеrdiri dаri Pеgаwаi 
dаn stаf Dinаs Pariwisata dаn Mаsyаrаkаt sеkitаr yаng mеlаkukаn kunjungan 
ke air terjun sedudo. Wаwаncаrа ini bеrtujuаn untuk mеnggаli informаsi yаng 
dibutuhkаn pеnulis tеrkаit dеngаn pеrumusаn pеrmаsаlаhаn yаng ditеliti. 
2. Dаtа sеkundеr 
Dаtа yаng dipеrolеh pеnulis dаri litеrаtur аtаu bаhаn pustаkа yаng mеncаkup 
buku-buku, pеrаturаn pеrundаng-undаngаn sеrtа pеnеlusurаn intеrnеt yаng 





                                                          
54 J. Suprаnto, Metode Penelitiаn Hukum dаn Stаtistik, (Jаkаrtа: PT Rinekа Ciptа, 2003), 
hlm. 2 























E. Tеknik Pеngumpulаn Dаtа  
1. Dаtа primеr yаng dipеrolеh mеlаlui wаwаncаrа lаngsung tеrhаdаp pihаk 
tеrlibаt tеrkаit dеngаn pеnеlitiаn. Wаwаncаrа tеrstuktur ini mеnggunаkаn 
pеdomаn wаwаncаrа (intеrviеw gidе). 
2. Dаtа sеkundеr yаng dipеrolеh mеlаui studi kеpustаkааn, bеrkаs-bеrkаs dаn 
pеrаturаn pеrundаng-undаngаn yаng tеrkаit dеngаn hаl ini sеrtа dokumеntаsi 
bеritа tеrkаit pеnеlitiаn yаng аdа di intеrnеt. 
 
F. Populаsi, Sаmplе, dan Responden 
a. Populasi  
Populаsi atau universe merupakan sekelompok individu atau unit yang 
memiliki ciri-ciri atau karekteristik yang sama.56 Populasi dari penelitian ini 
adalah: 
1. Pegawai Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan 
Kabupaten Nganjuk 
2. Pengunjung tempat wisata air terjun Sedudo 
b. Sampel 
Sаmpеl аtаu dаtа аdаlаh sаlаh sаtu lаngkаh yаng mеnеntukаn vаlidаsi dаri hаsil 
pеnеlitiаn. Jеnis sаmpеl yаng dilаkukаn mеnggunаkаn tеknik purposive 
sаmpling, yаitu mеrupаkаn suаtu prosеs pеmilihаn sаmpеl yаng didаsаrkаn аtаs 
pеrtimbаngаn/pеnеlitiаn subyеktif dаri pеnеliti, sеhinggа dеngаn kаtа lаin 
                                                          






















bаhwа pеnеliti mеnеntukаn sеndiri rеspondеn аmаn yаng diаnggаp mеwаkili 
populаsi yaitu: 
a) Kepala Dinas dan Kepala Seksi Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan, 
Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk dengan teknik penentuan 
sampel bertujuan (purposive sampling) 
b) 10 wisatawan air terjun Sedudo dari pengunjung yang sudah pernah 
mengunjungi wisata air terjun Sedudo dengan teknik penentuan sampel 
bertujuan (purposive sampling) 
c. Responden 
Responden merupakan individu yang diminta untuk bercerita tentag apa yang 
diketahui, dialami oleh dirinya saja dalam menjawab pertanyaan peneliti.57 
Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah: 
1. Bapak Supiyanto selaku Kepala Dinas Pariwisata 
2. Bapak Sutrisno selaku Kepala Seksi Pariwisata 
3. 10 pengunjung wisata air terjun Sedudo 
 
G. Tеknik Anаlisа Dаtа 
Tеknik аnаlisа dаtа yаng digunаkаn dаlаm mеtodе pеnеlitiаn ini dеngаn 
mеnggunаkаn mеtodе dеskriptif kuаlitаtif yаitu аnаlisis tеrhаdаp hаsil wаwаncаrа 
kuisionеr yаng dilаkukаn kеpаdа Pеgаwаi dаn stаf Dinаs Pariwisata Kabupaten 
Nganjuk. 
                                                          






















H. Definisi Operasional 
1. Implementasi 
Menurut Lawrence M. Friedman efektif atau tidaknya suatu perundang-
undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai 
efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah: Substansi, Struktur 
Hukum, Budaya Hukum.58 
2. Tanggung jawab hukum 
Tanggung jaw ab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika 
terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak 
yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak 
lain.59 
3. Pengelola pariwisata 
Pengelola adalah seseorang atau badan yang melakukan proses 
pengkoordinasian dan pengintregitasan terhadap semua sumber daya, baik 
manusia maupun teknikan untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang 




                                                          
58 Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , Rajawali, 
Jakarta, 1982, hlm. 13 
59 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka), hlm. 1006. 
60 Putu Taufan Ardita, 2015, tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan yang 
mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata (Studi Kasus Tenggelamnya Wisatawan di Danau 






















4. Kerugian pengunjung 
Kerugian adalah rugi karena kerusakan atau kehilangan barang, harta, dan hak 
salah satu pihak yang diakibatkan kelalian pihak lainnya.61 
5. Pengunjung atau wisatawan 
Wisatawan adalah seseorang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, 
agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian lain 
daripada negara di mana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang 
dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di dalam jangka waktu 12 bulan 
berturut- turut, untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti perjalanan wisata, 
rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau 
urusan usaha.62 
 
                                                          
61 Diakses dari http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-
pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia. (online), pada Senin, 19 Maret 2018 
pukul 15.50. 
62 Dolina Gitapati, 2012, Analisis Kunjungan Wisatawan Obyek Wisata Nglimut 
Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 

























A. Gambaran umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk 
Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 
Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada 
koordinat 111° 50’ – 112° 13’ Bujur Timur dan 7° 20’ – 7° 50’ Lintang Selatan 
dengan luas wilayah seluas 122.433,1 ha dengan batas-batas wilayah 
administrasi : 
1. Sebelah utara: Kabupaten Bojonegoro, 
2. Sebelah selatan: Kabupaten Kediri dan Tulungagung. 
3. Sebelah timur: Kabupaten Jombang dan Kediri. 
4. Sebelah barat: Kabupaten Ponorogo dan Madiun. 
Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 
wilayah dataran yaitu 91.144,5 ha (74,44%) terletak di dataran rendah, 25.267,4 
ha (20,64%) di dataran sedang dan 6.021,2 ha (4,92%) merupakan dataran 
tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara 
hingga kaki gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki 
Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan, Sebagian 
Kecamatan Loceret dan Pace Sedangkan di bagian utara yaitu kaki Gunung 






















Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk perkecamatan dapat 
dilihat pada tabel 2.a sebagai berikut: 
Tabel IV.a 
Ketinggian dan Luas Wilayah Kabupaten Nganjuk Perkecamatan 


















(1)  (2) (3) (4) (5) 
1. Sawahan 750**) 1 117.0 2 554.9 7 916.7 11 588.6 
2. Ngetos 500**) 1 586.0 1 822.8 2 612.4 6 021.2 
3. Berbek 85 2 005.9 1 173.6 1 650.2 4 830.0 
4. Loceret 63 2 766.5 1 968.9 2 134.1 6 869.2 
5. P a c e 60 2 794.7 1 884.4 166.6 4 845.7 
6. Tanjunganom 47 4 028.8 3 055.4 0 7 084.2 
7. Prambon 56 2 442.2 1 673.6 0 4 115.8 
8. Ngronggot 45 1 979.2 3 319.3 0 5 298.5 
9. Kertosono 40 1 194.6 1 072.9 0 2 267.5 
10. Patianrowo 46**) 1 929.5 1 629.8 0 3 559.3 
11. Baron 46**) 2 115.3 1 564.9 0 3 680.2 
12. Gondang 60 3 544.4 2 176.2 3 873.7 9 594.3 
13. Sukomoro 54**) 2 742.1 796.7 0 3 538.8 






















15. Bagor 70 2 355.4 1 155.6 1 604.3 5 115.3 
16. Wilangan 103 1 132.5 598.5 3 332.9 5 063.9 
17. Rejoso 62 4 310.6 1 489.2 9 366.5 15 166.3 
18. Ngluyu 155 1 036.5 929.1 6 649.3 8 614.9 
19. Lengkong 40 1 604.8 1 156.2 5 956.3 8 717.3 
20. Jatikalen 52 1 106.0 1 353.5 1 744.0 4 203.5 
Jumlah / Total  42 986.4 32 439.7 47 007.0 122 433.1 
Sumber : Data Sekunder diolah pada 2018 
**) sumber : Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 200263 
 
Obyek Wisata di Kabupaten Nganjuk yang penting adalah :Air Terjun 
Sedudo terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan; Taman Rekreasi Anjuk 
Ladang (TRAL), Kolam Renang Margo Mulyo dan Goa Margo tresno di 
Kecamatan Ngluyu dan Obyek Wisata Roro Kuning di Kecamatan Ngetos. 
Obyek wisata tersebut pada Tahun Anggaran 2008 sampai tahun 2012 terus 
dikembangkanan dilengkapi sarana dan prasarananya, yang diharapkan dapat 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerahdan mendukung pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Nganjuk. Disamping obyek wisata yang dikelola pemerintah, juga 
terdapat obyek wisata yang bertaraf nasional yang dikelola oleh swasta yaitu 
The ”Legend” Water Park di Kertosono yang berdiri sejak Tahun 2009 tentang 
                                                          
63 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 9 Tahun 2013 tentang pembangunan 






















Kepariwisataan. Taman Rekreasi air ini meskipun dikelola oleh swasta juga 
memberikan kontribusi perekonomian di Kabupaten Nganjuk.64 
2. Gambaran Umum Air Terjun Sedudo 
Air Terjun Sedudo adalah sebuah air terjun dan objek wisata yang 
terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 
7,688⁰LS 111,8⁰BT. Jaraknya sekitar 30 km arah selatan ibu kota kabupaten 
Nganjuk. Berada pada ketinggian 1.438 meter dpl, ketinggian air terjun ini 
sekitar 105 meter. Tempat wisata ini memiliki fasilitas yang cukup baik, dan 
jalur transportasi yang mudah diakses.65 
Tabel IV.b 










(Sumber: data primer, diolah pada 15 April 2018) 
                                                          
64 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kab. Nganjuk, Tahun 2013, hlm. 8. 































B. Analisa Implementasi Pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan 
Indonesia adalah Negara hukum jadi segala sesuatunya harus didasarkan 
pada aturan yang ada. Tidak terkecuali pada bidang pariwisata yang sudah diatur 
didalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Indonesia 
menggunakan istilah hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk 
menunjukkan norma-norma yang berlaku di Indonesia, norma hukum di Indonesia 
berbentuk tertulis yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi maupun bentuk-
bentuk yang tidak tertulis, sedangkan norma masyarakat itu tumbuh dengan 
kebiasaan masyarakat yang telah dipakai sejak lama dan kebanyakan bentuknya itu 
tertulis akibat kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam masyarakat.66 
Pariwisata muncul berdasarkan perpaduan berbagai fenomena dan 
hubungan yang timbul dari interaksi antara wisatawan, industri, pemerintah dan 
masyarakat. Pengembangan pariwisata tidak bisa terlepas dari unsur lain, tidak 
hanya sekedar objek wisatanya saja. Unsur yang tidak dapat dipisahkan adalah 
ketersediaan jaringan sarana prasarana yang memungkinkan wisatawan mencapai 
tujuannya, fasilitas penunjang dan kegiatan pelayanan yang memungkinkan 
wisatawan memenuhi kebutuhannya serta menikmati kunjungannya. Selain itu, 
aspek kelembagaan juga berpengaruh dari segi keamanan dan ketertiban dan aspek 
budaya yang merupakan salah satu daya tarik. 
                                                          
66 Laurensius Arliman S, 2015, “Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna 






















Pariwisata berkaitan erat dengan produk yang dihasilkan maupun produk 
yang terhubung dengan kegiatan pariwisata tersebut yang biasa disebut produk 
pariwisata. Produk pariwisata merupakan rangkaian komponen, mulai dari 
informasi tentang produk bersangkutan, infrastruktur, fasilitas, izin sampai segala 
sesuatu yang memungkinkan terwujudnya kegiatan pariwisata. Pariwisata juga 
menggabungkan berbagai macam produk, seperti transportasi, akomodasi, 
catering, sumber daya alam, hiburan dan berbagai jenis fasilitas dan jasa lainnya 
seperti bank, pertokoan serta biro perjalanan. 
Produk pariwisata atau yang dapat dikatakan sebagai tujuan wisata tidak 
dapat tercipta dengan sendirinya, melainkan merupakan perpaduan dari berbagai 
sektor. Dalam praktiknya, terdapat tiga komponen dasar pembentuk produk 
pariwisata dan tujuan wisata, yaitu Daya Tarik Wisata (Attraction), Amenitas dan 
Aksesibilitas (3A). Berikut akan dijelaskan mengenai komponen-komponen 
tersebut: 
a. Daya Tarik (Attraction) yang merupakan keunggulan yang dimiliki suatu 
daerah yang dapat digunakan untuk “menjual” daerah tersebut sehingga dapat 
menarik wisatawan untuk datang untuk melakukan kegiatan wisata. 
b. Amenitas yang merupakan kenyamanan yang didukung oleh berbagai 
kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata. 
Ketersediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas penunjang kegiatan 
























c. Aksesibilitas yang merupakan jaringan dan sarana prasarana penghubung yang 
menghubungkan suatu kawasan wisata dengan wilayah lain yang merupakan 
pintu masuk bagi para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata. 
Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang 
menghubungakan wisatawan dari, ke dan selama berada di daerah tujuan wisata 
tersebut. Aksesibilitas terbagi kedalam dua hal, yaitu akses dan linkage. Akses 
merupakan pintu masuk atau penghubung antara suatu kawasan dengan 
kawasan lain, dalam hal ini dapat berarti suatu daerah yang menjadi tujuan 
wisata dengan daerah lain disekitarnya. Berbeda dengan akses, yang dimaksud 
dengan linkage dalam konsep destinasi adalah penghubung antara berbagai 
objek maupun kawasan wisata di suatu daerah. Linkage berkaitan dengan 
ketersediaan prasarana atau infrastruktur jalan raya yang merupakan prasarana 
penghubung antar kawasan wisata di suatu daerah. 
Dari hal diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pariwisata sangat 
dipengaruhi oleh daya tarik (alam maupun buatan) dan kelengkapan sarana 
prasarana pendukung kegiatan pariwisata tersebut (fisik). Inti dari pengembangan 
pariwisata adalah daya tarik. Sebagai hal yang menjadi sorotan utama, daya tarik 
dapat diciptakan (kolam, waduk, dll) maupun dapat memanfaatkan potensi- potensi 
yang telah lebih dahulu ada pada daerah tersebut seperti keindahan alam 
(pemandangan, air terjun, sungai, pantai, dll). Namun daya tarik tanpa didukung 
oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta tanpa didukung oleh akses yang 






















berkembang. Oleh karena itu, suatu konsep mengenai destinasi sangatlah penting 
dalam usaha mendukung perkembangan sektor pariwisata. 
Berdasarkan Undang-undang No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk 
pembangunan kepariwisataan nasional, kepariwisataan nasional sudah ditentukan 
arahnya dalam kurun waktu 15 tahun kedepan terhitung semenjak tahun 2010 
hingga 2025 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tujuan pariwisata 
berkelas dunia. 
Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia 
sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, 
mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk 
mewujudkan visi tersebut, misi dari pembangunan kepariwisataan nasional 
meliputi pengembangan: 
a. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan 
lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; 
b. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk 
meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 
c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan 
usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 
d. Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber 
daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien 























Undang-undang No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan 
kepariwisataan nasional juga menjadi salah satu acuan dasar didalam pembentukan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 yang menetapkan 
tentang pengawasan dan pengendalian kepariwisataan, pemerintah dan pemerintah 
daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas 
kegiatan kepariwisataan dalam rangka menanggulangi dan mencegah berbagai 
dampak negatif bagi masyarakat.  
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap 
orang, wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi 
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Selain itu Menteri, gubernur, 
dan/atau bupati/walikota diharuskan melakukan pengendalian atas kegiatan 
kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dengan 
cara pencegahan, dan penanggulangan. 
Pencegahan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak negatif 
dilakukan dengan cara: 
a. menaati tata ruang; 
b. menaati peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang kepariwisataan; 
c. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan kepariwisataan; 
d. melakukan pemantauan lingkungan; 
e. mensosialisasikan kepariwisataan; dan 























Penanggulangan kegiatan kepariwisataan yang menimbulkan dampak 
negatif dilakukan dengan: 
a. mengisolasi lokasi, orang, Wisatawan dan/atau Pengusaha Pariwisata yang 
menyebabkan dampak negatif kegiatan kepariwisataan; 
b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan; 
c. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul akibat kegiatan 
kepariwisataan yang berdampak negatif; 
d. menggunakan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
Untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian maka kabupaten 
Nganjuk mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 
2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha peraturan tersebut ditujukan untuk membantu 
melaksanakan tugas pengawasan dan pembantuan, dibentuk atas amanat didalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 18 ayat 6, 
pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya retribusi 
yang dibayarkan oleh pengunjung, pembayaran tersebut juga sudah termasuk 
pembayaran premi asuransi. Oleh karena itu berikut ini adalah pembahasan lebih 
lanjut mengenai implementasi pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 tahun 2009 
tentang Kepariwisataan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga Dan 
Kebudayaan Kabupaten Nganjuk:67 
                                                          
67 Pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 























a) Pengertian kenyamanan 
Konsep tentang kenyamanan (comfort) sangat sulit untuk di 
definisikan karena lebih merupakan penilaian responsif individu68 Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyaman adalah segar, sehat sedangkan 
kenyamanan adalah keadaan nyaman; kesegaran; kesejukan.69 
Kenyamanan sebagai suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar 
manusia yang bersifat individual dan holistik. Dengan terpenuhinya 
kenyamanan dapat menyebakan perasaan sejahtera pada diri individu 
tersebut.70 
Kenyamanan menurut Mc Cormick dengan latar belakang 
ergonomisnya menggambarkan konsep kenyamanan bahwa kenyamanan 
merupakan suatu kondisi perasaan, dan kondisi perasaan itu sangat 
tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut. Kita tidak dapat 
mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan orang lain secara langsung 
maupun dengan melakukan pengamatan luar terhadap orang tersebut, tetapi 
untuk mengetahuinya harus menanyakan langsung kepada orang tersebut 
mengenai seberapa nyaman diri mereka, dan biasanya menggunakan 
                                                          
68 David J Oborne Ergonomics at work: Human factors in design and development (3rded.), 
(Chicester: Jhon Wiley and sons Ltd, 1995), hlm. 14. 
69 Diakses dari https://www.kbbi.web.id/nyaman pada 8 mei 2018 
70 Kolcaba Katherine, Comfort Theory And Practice: A Vision For Holistic Health Care And 






















istilah-istilah yang kontinu, seperti agak tidak nyaman, mengganggu, sangat 
tidak nyaman hingga mengkhawatirkan. 
Kenyamanan seseorang dalam menggunakan sebuah produk atau 
rancangan mungkin berbeda satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor, yaitu fungsi fisik maupun persepsi masing-masing orang. 
Mc Cormick menegaskan dalam membentuk kenyamanan sebuah 
produk atau rancangan, perhatian pada faktor manusia (human factor) 
berperan penting dalam mencipta desain yang memiliki ergonomi yang 
baik, yang nantinya menciptakan kenyamanan bagi penggunanya.71 
Lokasi wisata sedudo berada di Desa Ngliman, Kecamatan 
Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Air terjun Sedudo sendiri 
berada di ketinggian 1483 meter di atas permukaan laut. Di tempat ini kita 
bisa menikmati suasana yang asri dan masih alami, di tambah air terjun 
yang jatuh dari ketinggian benar-benar memanjakan mata. Air terjun 
sedudo memiliki fasilitas antara lain lahan parkir yang luas, warung atau 
tempat makan, area berkemah. Selain itu penambahan fasilitas berupa guest 
house juga memberikan kesempatan kepada seluruh pengunjung yang ingin 
menikmati indahnya malam di kawasan air terjun sedudo. 
b) Macam-macam kenyamanan 
Menurut Katharine Kolcaba aspek kenyamanan terdiri dari: 
a. Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan 
                                                          
71 Aria Zabdi, 2016, Kajian Kenyamanan Fisik Pada Terminal Penumpang Stasiun Besar 






















oleh individu itu sendiri. 
b. Kenyamanan psikospiritual, yang berkenaan dengan kesadaran 
internal diri, yang meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, 
seksualitas hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi. 
c. Kenyamanan lingkungan, yang berkenaan dengan lingkungan, kondisi 
dan pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, 
pencahayaan, kebisingan, dan lain-lain. 
d. Kenyamanan sosiokultural, yang berkenaan dengan hubungan antar 
personal, keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, perawatan 
kesehatan, kegiatan religius, tradisi keluarga/masyarakat dan 
sebagainya). 
Kolcaba juga menjelaskan 3 (tiga) tingkatan kenyamanan, yaitu: 
a. Relief, yaitu level kenyamanan paling dasar, dimana tubuh dalam 
kondisi bebas dari rasa sakit apapun. 
b. Ease, adalah tingkatan kenyamanan yang lebih tinggi, dimana tidak 
hanya tubuh yang merasakan kenyamanan, tetapi juga kenyamanan 
secara pikiran atau psikologis. 
c. Transcendence, adalah kenyamanan tertinggi, dimana kenyamanan 
dirasakan sampai pada tingkat spiritual atau rohani.72 
Wisata air terjun sedudo menyajikan pemandangan alam yang sangat 
elok sehingga memanjakan mata para pengunjung, begitu pula dengan 
                                                          






















suasananya yang sejuk dan dapat membuat suasana hati menjadi lebih 
nyaman saat berada di lokasi wisata tersebut. Tidak jarang lokasi wisata 
sedudo juga dijadikan tempat untuk melakukan ritual untuk mensucikan 
diri oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk tiap malam satu suro. 
Menurut Rustam Hakim, kenyamanan ditentukan oleh beberapa 
unsur pembentuk dalam perancangan yakni sirkulasi, daya alam/iklim, 
kebisingan, aroma/bau-bauan, bentuk, keamanan, kebersihan, keindahan 
dan penerangan. Dengan penjelasan rinci sebagai berikut: 
a. Sirkulasi 
Kenyamanan dapat berkurang karena sirkulasi yang kurang baik, 
seperti tidak adanya pembagian ruang yang jelas untuk sirkulasi 
manusia dan kendaraan bermotor, atau tidak ada pembagian sirkulasi 
antara ruang satu dengan lainnya. Sirkulasi dibedakan menjadi dua 
yaitu sirkulasi di dalam ruang dan sirkulasi di luar ruang atau peralihan 
antara dalam dan luar seperti foyer atau lobi, koridor, atau hall. 
b. Daya alam atau Iklim 
Daya alam atau iklim yang dapat berpengaruh pada kenyamanan 
antara lain: 
1) Radiasi matahari 
Radiasi matahari berlebih dapat mengurangi kenyamanan, 
terutama pada siang hari, sehingga diperlukan adanya peneduh 
























Arah angin perlu diperhatikan dalam merancang, sehingga tercipta 
pergerakan angin mikro yang sejuk dan memberikan kenyamanan. 
Pada ruang-ruang yang luas dan terbuka perlu diadakan elemen-
elemen penghalang angin supaya kecepatan angin yang kencang 
dapat dikurangi. 
3) Curah hujan 
Faktor curah hujan sering menimbulkan gangguan pada aktivitas 
manusia di ruang publik, sehingga perlu diperhatikan saat 
merancang bukaan, khususnya di daerah tropis dimana curah hujan 
tinggi dan kecepatan angin relatif kencang. 
4) Temperatur 
Jika temperatur ruang sangat rendah maka temperatur permukaan 
kulit akan menurun dan sebaliknya jika temperatur dalam ruang 
tinggi akan mengalami kenaikan pula. Pengaruh bagi aktivitas 
kerja adalah bahwa temperatur yang terlalu dingin akan 
menurunkan gairah kerja dan temperatur yang terlampau panas 
dapat membuat kelelahan dalam bekerja dan cenderung banyak 
membuat kesalahan. Sehingga diperlukan temperatur optimal 
untuk orang dapat beraktivitas dengan baik. 
c. Kebisingan 
Pada daerah pada seperti perkantoran atau industri, kebisingan adalah 






















sekitarnya. Banyak cara untuk mengurangi kebisingan, salah satunya 
dengan menggunakan alat pelindung diri (ear muff, ear plug), 
kebisingan juga dapat direduksi dengan memberi barrier atau 
penghalang antara sumber kebisingan dengan pengguna ruang. 
d. Aroma atau bau-bauan 
Aroma atau bau-bauan yang mengganggu dapat mengurangi 
kenyamanan orang yang berada di sekitarnya. Aroma wewangian pun 
relatif secara personal. Wewangian yang menyenangkan untuk 
seseorang belum tentu menyenangkan bagi orang lain. 
e. Bentuk 
Bentuk dari perancangan harus disesuaikan dengan ukuran standar 
manusia agar dapat menimbulkan rasa nyaman. 
f. Keamanan 
Keamanan merupakan masalah terpenting, karena ini dapat 
mengganggu dan menghambat aktivitas yang akan dilakukan. 
Keamanan bukan saja berarti dari segi kejahatan (kriminal), tapi juga 
termasuk kekuatan konstruksi, bentuk ruang, dan kejelasan fungsi. 
g. Kebersihan 
Sesuatu yang bersih selain menambah daya tarik lokasi, juga 
menambah rasa nyaman karena bebas dari kotoran sampah dan 
mengeliminasi bau-bauan yang tidak sedap yang ditimbulkannya. 
h. Keindahan 






















kenyamanan karena mencakup masalah kepuasan batin dan 
pancaindra. Untuk menilai keindahan cukup sulit karena setiap orang 
memiliki persepsi yang berbeda untuk menyatakan sesuatu itu adalah 
indah. Dalam hal kenyamanan, keindahan dapat diperoleh dari segi 
bentuk ataupun warna. 
i. Penerangan 
Untuk mendapatkan penerangan yang baik dalam ruang perlu 
memperhatikan beberapa hal yaitu cahaya alami, kuat penerangan, 
kualitas cahaya, daya penerangan, pemilihan dan peletakan lampu. 
Pencahayaan alami di sini dapat membantu penerangan buatan dalam 
batas-batas tertentu, baik dan kualitasnya maupun jarak jangkauannya 
dalam ruangan.73 
Ditinjau dari definisi kenyamanan yang diberikan oleh Rustam 
Hakim, wisata air terjun sedudo memenuhi sebagian besar kriteria-
kriteria untuk disebut sebagai tempat yang nyaman. Wisata air terjun 
sedudo memberikan kenyamanan berupa pemandangan alam dan suasana 
yang dapat menenangkan hati dan pikiran, kriteria yang dikemukakan 
oleh Rustam Hakim tersebut juga menjadi bagian dari tingkatan 
kenyamanan yang dikemukakan oleh Kolcaba.  
 
 
                                                          






















c) Kenyamanan yang diberikan oleh pengelola 
Dalam memberikan kenyamanan kepada pengunjung, pengelola 
wisata air terjun sedudo telah memberikan standar operasional prosedur 
kepada seluruh pekerja yang bertugas di air terjun sedudo agar memberikan 
rasa nyaman dalam melakukan pelayanan kepada pengunjung, begitu pula 
dengan penambahan fasilitas seperti guest house untuk pengunjung yang 
ingin menginap dan menikmati pemandangan alam dan kota nganjuk dari 
kaki gunung wilis di malam hari, penyediaan kolam khusus untuk 
wisatawan yang ingin merasakan segarnya air terjun sedudo tanpa harus 
mendekat ke air terjun langsung dan khawatir akan adanya hal-hal yang 
tidak di inginkan, membuatkan spot untuk mengambil foto yang berlatar 
belakang air terjun dan pemandangan kota nganjuk, menata atau merelokasi 
pedagang agar tidak berjualan secara liar dan mengganggu pengunjung 
yang ingin menikmati pemandangan alam. 
Selain itu pihak pengelola juga rutin melakukan perawatan dan 
pembersihan kolam dan juga rutin melakukan pengecekan bagian atas adi 
air terjun sedudo karena khawatir banyak tumpukan sampah pepohonan 
yang bisa membahayakan keselamatan wisatawan di lokasi. 
Pengelola wisata air terjun sedudo juga sudah melaksanakan Perda 
Kabupaten Nganjuk No.7 Tahun 2011 tentang retribusi, pemerintah daerah 
kabupaten Nganjuk menetapkan biaya masuk kendaraan roda dua senilai 
Rp.1000,-, tetapi pada kenyataannya saat akan masuk ke kawasan wisata 






















akan menciptkan rasa kekurang nyamanan kepada pengunjung karena biaya 
yang dikeluarkan berbeda dengan yang tercantum di karcis tersebut. 
Tarif tersebut mungkin berubah karena adanya perkembangan 
waktu dan juga ekonomi masyarakat, tetapi seharusnya perubahan tarif 
tersebut di sesuaikan atau menunggu peraturan daerah yang baru yang 
mengatur tentang berapa jumlah nominal tarif yang harus dibayarkan oleh 
wisatawan yang brkunjung ke sedudo. 
 
2. Keramahan  
a) Pengertian keramahan 
Ramah adalah sikap santun terhadap semua orang agar orang lain 
merasakan kenyamanan dan perasaan senang saat bersama kita.74 
Hospitality memiliki arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, rasa 
saling menghormati. Jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat 
diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari 
pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata, maka seluruh 
produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati 
yang tidak memiliki nilai untuk dijual.75 
                                                          
74 Youngki Tri Wibowo, 2011, Analisis Pengaruh Keramahan Karyawan Harga dan 
Lokasi Terhadap Kepuasan Pelanggan, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 
Semarang, hlm. 14. 
75 Nyoman S. Pendit, Ilmu Pariwisata “Sebuah Pengantar Perdana, (Jakarta: PT. Pradana 






















Hospitality didefinisikan sebagai kata friendly yang artinya ‘ramah’ 
yang murah hati atau dermawan dan memberikan hiburan kepada tamu atau 
orang baru. Kadang-kadang sering digunakan untuk memberikan perlakuan 
istimewa terhadap tamu yang tinggal dan menggunakan fasilitas keramah-
tamahan. Adapun industri hospitaliti dapat diartikan sebagai perusahaan 
yang terlibat dalam penyediaan jasa untuk tamu.76 
Istilah Hospitality bagi beberapa kalangan memang belum familiar, 
banyak yang mengaitkan istilah Hospitality dengan dunia rumah sakit 
(hospital). Hospitality dalam industri pariwisata lebih terkait dengan dunia 
HOREKA (Hotel, Restoran dan Kafe). Pada penelitian ini istilah 
Hospitality akan diartikan keramahtamahan. Hospitality sendiri menurut 
arti dalam bahasa Indonesia adalah Keramahtamahan.  
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Keramahtamahan adalah 
ramah tamah, sedangkan Ramah tamah adalah amat ramah, sehingga 
maksud keramahtamahan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu 
perilaku seseorang pada saat berinteraksi yang dilakukan dengan sopan, 
baik, ramah, dan lainnya kepada orang lain, hingga membuat orang lain itu 
senang dengan pelayanannya. Mill mendefinisikan keramahtamahan pada 
sebuah kawasan adalah perasaan disambut baik yang diterima oleh 
wisatawan pada waktu mengunjungi sebuah kawasan.77 
                                                          
76 Diakses dari https://en.oxforddictionaries.com/definition/hospitality (Online) pada tanggal 
11 Mei 2018. 
77 Mill, R.C, “Tourism The Internasional Business”. Edisi. 1, Cetak. 1. (Diterjemahkan oleh 






















 Pelayanan sebagai serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat 
mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan 
dari perusahaan pemberi pelayanan. Maka pelayanan dalam wujud 
keramah-tamahan menjadi sebuah aspek yang penting dalam 
memenangkan hati dan loyalitas wisatawan. Sehingga pelayanan yang 
diberikan pun harus sebaik dan sesempurna mungkin, agar wisatawan dapat 
mengulangi kedatangannya kembali dalam hal ini adalah tempat wisata. 
Diharapkan tempat wisata tersebut dapat berkembang dan bersaing dengan 
tempat wisata lainnya yang tentu menawarkan bentuk pelayanan yang 
berbeda. Atas dasar tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana 
pelayanan yang diberikan oleh pengelola wisata air terjun sedudo. 
Indikator keramahan: 
1. Bersikap sebagai tuan rumah yang baik, rela dan selalu siap membantu 
wisatawan. 
2. Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan 
3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap wisatawan 
4. Menampilkan senyum dan keramah-tamahan yang tulus 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola air terjun 
sedudo terkait apakah pihak pengelola wisata sedudo sudah memberikan 
keramahan dan pelayanan yang cukup baik terhadap pengunjung, beliau 
telah menyampaikan bahwa sebisa mungkin para petugasnya untuk selalu 
bersikap ramah kepada seluruh pengunjung tanpa terkecuali. Dari hasil 






















sedudo mewajibkan kepada seluruh pegawai yang bertugas menjaga objek 
wisata air terjun sedudo didalam melayani pengunjung wajib melakukan 3s 
yaitu: senyum, sapa, santun.78 
 
3. Perlindungan Keamanan 
a) Pengertian perlindungan keamanan 
Keamanan sebagai konsep yang diabaikan. Ini akan menjadi 
berlebihan untuk mengatakan bahwa analisis konseptual dari keamanan 
mulai dan berakhir dengan artikel wolfers pada tahun 1952. Konsep 
keamanan dalam konteks hubungan internasional kamus besar Bahasa 
Indonesia mendefinisikan keamanan sebagai suatu situasi yang terlindung 
dari bahaya (keamanan objektif), adanya perasaan (keamanan) subjektif 
dan bebas dari keragu-raguan.79 
Keamanan adalah keadaan aman dan tenteram. Keamanan tidak 
hanya mencegah rasa sakit atau cedera tapi keamanan juga dapat membuat 
individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan 
kesehatan umum. Keamanan fisik (biologic safety) merupakan keadaan 
fisik yang aman terbebas dari ancaman kecelakaan dan cedera (injury) baik 
secara mekanis, thermis, elektris maupun bakteriologis. Kebutuhan 
                                                          
78 Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Kepala Seksi pariwisata Dinas Pariwisata 
Kabupaten Nganjuk, tanggal 19 April 2018 Pukul 10.18 WIB di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten 
Nganjuk 
79 Poppy Margaretith Nivranti Sondakh, 2016, “Pelayanan, Keamanan dan Daya Tarik 
Mempengaruhi Minat Wisatawan Yang Berkunjung Ke Objek Wisata Alam Gunung Mahawu, 






















keamanan fisik merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya 
yang mengancam kesehatan fisik, yang pada pembahasan ini akan 
difokuskan pada providing for safety atau memberikan lingkungan yang 
aman. 
Kebutuhan akan keamanan adalah kebutuhan untuk melindungi diri 
dari bahaya fisik. Ancaman terhadap keselamatan seseorang dapat 
dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, termal dan bakteriologis. 
Kebutuhan akan keamanan terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan 
interpersonal. Keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang 
mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Dalam konteks hubungan 
interpersonal bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan 
berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, 
tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan 
memahami orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya.  
Konsep dasar keamanan terkait dengan kemampuan seseorang 
dalam menghindari bahaya, yang ditentukan oleh pengetahuan dan 
kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan 
pencegahan karena pada dasarnya manusia akan selalu mencari tempat dan 
kondisi yang bisa membuat dirinya merasa aman dan jauh dari bahaya. Ada 
tiga faktor penting yang terkait dengan keamanan yaitu: tingkat 
pengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk 
melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan 






















b) Macam-macam perlindungan keamanan 
Pada umumnya, terdapat tiga jenis keadaan: 
1. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau 
desain yang memenuhi standar desain. 
2. Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya 
keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar. 
3. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan 
aman yang timbul dalam persepsi orang.80 
Pengukuran keselamatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk 
meningkatkan keselamatan, contohnya adalah mengurangi risiko 
kecelakaan. Beberapa pengukuran keselamatan meliputi: 
1. Pengamatan visual terhadap keadaan tidak aman seperti 
terdeteksinya pintu keluar darurat yang tertutupi oleh barang yang 
disimpan. 
2. Pemeriksaan visual terhadap cacat seperti retak, sambungan yang 
kendor. 
3. Analisis Kimia. 
4. Analisis X-ray untuk memeriksa objek yang tertutup seperti hasil 
pengelasan, tembok semen, atau kulit bagian luar pesawat. 
5. Uji destruktif dari sampel. 
6. Uji tekan dilakukan dengan memberi tekanan pada orang atau 
produk, untuk menentukan "breaking point". 
7. Penerapan dari protokol dan prosedur standar sehingga aktivitas 
kerja terkontrol. 
8. Pelatihan tenaga kerja, vendor, dan pengguna produk. 
9. Instruksi manual yang menjelaskan cara penggunaan suatu produk 
atau pelaksanaan suatu aktivitas. 
10. Video instruksional yang mendemonstrasikan cara menggunakan 
produk yang benar. 
11. Evaluasi aktivitas oleh ahlinya untuk meminimalkan kecelakaan 
dan meningkatkan produktivitas. 
12. Peraturan Pemerintah untuk menetapkan standar minimal. 























13. Peraturan Internal Industri 
14. Pernyataan etis oleh organisasi atau perusahaan sehingga karyawan 
mengerti apa yang diharapkan dari mereka. 
15. Pemeriksaan Fisik untuk menentukan apakah seseorang berada 
dalam keadaan yang mungkin menyebabkan masalah. 
16. Evaluasi periodik terhadap karyawan, departemen-departemen, dan 
sebagainya. 






1. Pervasiveness (insidensi)  
Keamanan bersifat pervasive artinya luas mempengaruhi semua hal. 
Artinya klien membutuhkan keamanan pada seluruh aktifitasnya seperti 
makan, bernafas, tidur, kerja, dan bermain. 
Pihak pengelola wisata air terjun sedudo wajib memberikan keamanan 
kepada pengunjung karena pengunjung memang sangat membutuhkan 
dan perlu diutamakan keselamatannya saat berwisata. 
2. Perception (persepsi)  
Persepsi seseorang tentang keamanan dan bahaya mempengaruhi 
aplikasi keamanan dalam aktifitas sehari-harinya. Tindakan penjagaan 
keamanan dapat efektif jika individu mengerti dan menerima bahaya 
secara akurat. 
Pengelola wajib menugaskan petugasnya untuk menjaga batas area 
yang aman bagi pengunjung untuk menghindari pengunjung yang 
terlalu dekat dengan air terjun karena, dikhawatirkan sewaktu-wauktu 






















penempatan petugas dan pemasangan peringatan mengenai bahaya jika 
terlalu dekat atau menerobos pembatas air terjun maka pengunjung bisa 
beranggapan bahwa dirinya sudah merasa aman atau terlindungi karena 
sudah diantisipasi oleh pengelola mengenai bencana apa saja yang 
mungkin terjadi. 
3. Management (pengaturan)  
Ketika individu mengenali bahaya pada lingkungan, klien akan 
melakukan tindakan pencegahan agar bahaya tidak terjadi dan itulah 
praktek keamanan. Pencegahan adalah karakteristik mayor dari 
keamanan. 
Pada saat di lokasi wisata tentunya pengunjung akan memasang 
perasaan Khawatir, tentunya hal tersebut otomatis muncul karena 
manusia memiliki insting untuk mengamankan diri. Akan tetapi dari 
sekian banyak pengunjung yang taat akan aturan, peneliti mendapati 
pengunjung yang tidak taat aturan, melewati pagar pembatas dan 
berfoto di dekat air terjun padahal sudah terdapat aturan tertulis 
mengenai larangan melewati pagar pembatas dan mendekat ke air 
terjun. Maka sudah menjadi kewajiban bagi petugas untuk menyediakan 
menara pantau atau petugas yang berjaga di sekitaran pagar tersebut 
untuk mencegah pengunjung nakal yang tidak mentaati aturan. 
c) Perlindungan keamanan yang diberikan oleh pengelola 
Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan 






















pembatas  dan memberi peringatan tertulis agar tidak ada wisatawan yang 
langsung mandi dibawah air terjun, pengelola menugaskan karyawannya 
untuk melakukan penjagaan di sekitar pagar pembatas agar tidak ada 
pengunjung nakal yang nekat melompati pagar pembatas tersebut, namun 
pada saat penulis melakukan kunjungan ke wisata air terjun sedudo, penulis 
sama sekali tidak melihat ada petugas yang berjaga di sekitar pagar 
pembatas, padahal seharusnya sesuai dengan arahan dari Dinas Pariwisata 
Kaupaten Nganjuk disitu seharusnya ada petugas yang berjaga dekat pagar 
pembatas agar tidak ada pengunjung yang melewati pagar pembatas. 
 
4. Keselamatan wisatawan 
a) Pengertian Keselamatan wisatawan 
Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang 
aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, 
psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-
faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan 
terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi 
atau kesehatan.81 
Keselamatan wisata akan selalu terkait dengan upaya-upaya 
meminalkan risiko dan kecelakaan. Risiko didefinisikan sebagai sumber-
sumber yang mengandung unsur perusak yang potensial bagi wisatawan, 
                                                          






















operator atau destinasi, dan komunitas. Elemen-elemen risiko dilihat dari 
siapa atau apa yang terkena dampak, atau apa yang mengalami kerugian 
dari setiap keadaan yang mengandung bahaya. Elemen-elemen tersebut 
termasuk: manusia, lingkungan, fasilitas, infrastruktur, sarana umum, dan 
ekonomi.82 
Kecelakaan didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan, 
yang dapat menimbulkan cidera, kematian, kerugian, dan kerusakan pada 
property. Kecelakaan dapat terjadi karena kondisi simultan dari faktor 
manusia, faktor lingkungan, dan faktor alam sendiri.83 
Sedangkan Risiko secara umum adalah segala sesuatu yang dapat 
terjadi pada diri manusia yang tidak diharapkan muncul. Semua kegiatan 
manusia pada dasarnya akan memiliki risiko meskipun kegiatan tersebut 
bertujuan untuk mencapai kesenangan saja.84 
Dalam Guidelines for safe recreational water (2003) disebutkan 
bahwa pencegahan resiko kecelakaan dapat dilakukan dengan peningkatan 
keselamatan. Peningkatan keselamatan tersebut dapat diintervensi dengan 
5 pendekatan yaitu:  
1. Pekerjaan/ perekayasaan (engineering); 
2.  Memperkuat (enforment); 
                                                          
82 AICST, A, Plan of Action for Sustainable Tourism Management inAsia and the 
Pacific. Phase Ⅱ (2006-2012), 2006. 
83 Ibid. 
84 Yudistira, I. G. A. A., & Susanto, A, Keselamatan Pengunjung Tempat Wisata. (WIDYA, 






















3. Pendidikan (education); 
4. Tindakan untuk memberanikan (encouragement); dan 
5. Kesiapan bahaya (emergency preparadness).85  
Pengelola Destinasi wisata yang mengandung risiko tinggi wajib 
memperhatikan keselamatan pengunjung dengan perencanaan dan 
pengendalian risiko, seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 26 huruf (e) 
yang mewajibkan memberikan perlindungan asuransi bagi usaha pariwisata 
yang berisiko tinggi. Kewajiban tersebut juga menjadi bagian dalam 
penjaminan keselamatan wisatawan saat berwisata sehingga, pasal 26 huruf 
(d) dapat di terapkan dengan baik dan benar-benar menjadi penjamin 
keselamatan bagi wisatawan. 
b) Jaminan keselamatan bagi wisatawan yang diberikan oleh pengelola 
Jaminan keselamatan merupakan faktor utama yang menentukan 
tumbuh dan berkembangnya suatu destinasi wisata, serta termasuk nilai 
keunggulan yang akan menentukan kualitas sebuah destinasi wisata. Tanpa 
jaminan keselamatan, destinasi wisata tidakakan mampu bersaing di pasar 
wisata .86 
                                                          
85 Guidelines for safe recreational water. Coastal and fresh waters. Risk Management, Vol. 1. 
2003. 
86 Hary Hermawan, 2017, “Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, dan Sarana Wisata 
Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan (Studi Community Based 






















Pihak pengelola air terjun sedudo bekerja sama dengan salah satu 
perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan bagi pengunjung jika 
terjadi kecelakaan di lokasi wisata tersebut yang disebabkan oleh kelalaian 
pengelola atau kerusakan infrastruktur di lokasi wisata. Pembelian tiket 
masuk ke kawasan wisata sedudo senilai Rp.5000,- sudah termasuk 
pembayaran premi asuransi senilai Rp.500,- dan jika terjadi kecelakaan di 
lokasi maka akan mendapat ganti rugi dengan rincian sebagai berikut ini:  
 
Tabel IV.c 






Meninggal dunia Rp.15.000.000,- 
Cacat tetap Rp.15.000.000,- 
Biaya perawatan Rp.1.500.000,- 
(Sumber: Data primer, diolah pada 19 April 2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola bisa dipastikan 
bahwa pengunjung yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata akan di 
bantu dalam melakukan klaim asuransi oleh pihak dinas pariwisata selaku 






















santunan atau uang duka kepada pengunjung yang menjadi korban dilokasi 
wisata tersebut. 
Dari hal-hal diatas bisa dilihat bahwa sebenarnya dinas pariwisata 
kabupaten Nganjuk sudah sebaik mungkin berusaha memenuhi ketetapan 
pasal 26 huruf D Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
kepariwisataan mulai dari memberikan kenyamanan hingga menjamin 
keselamatan wisatawan tetapi berdasarkan fakta di lapangan tidak semua 
ketetapan tersebut dapat diterapkan atau dilaksanakan dengan baik karena 
faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan 
pasal 26 huruf D Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan tersebut. 
 
C. Hambatan Dinas Pariwisata Dalam Menjamin Kenyamanan, Keramahan, 
Keamanan, dan Keselamatan Wisatawan 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wisata sedudo peneliti 
mendapatkan penjelasan dari pengelola yakni, 
“banyaknya pengunjung yang tidak mematuhi 
aturan sehingga melewati pagar pembatas dan berfoto-
foto di dekat air terjun yang hanya berjarak kurang lebih 
6 meter dari air terjun dikhawatirkan saat ada longsoran 
dari atas akan mengenai pengunjung tersebut, untuk 
mengantisipasi hal tersebut disediakan petugas di dekat 
pagar pembatas untuk menghalau pengunjung yang 
ingin menerobos mendekat ke air terjun. Tidak sampai 
melewati pagar, naik sudah langsung dicegah oleh 
petugas tersebut. Pagar tersebut tidak akan dibuka 






















Terkadang jam wisata sudah habis tetapi ada saja 
pengunjung yang tetap masuk, hal seperti inilah yang di 
khawatirkan karena banyak petugas yang sudah pulang 
sehingga pengunjung tersebut tidak terpantau dan dapat 
membuat dirinya berada didalam bahaya.”87 
 
Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk untuk menerapkan atau 
melaksanakan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan sudah baik seperti perbaikan infrastruktur, penambahan pagar 
pembatas, pembuatan kolam, dan lain-lain. Usaha-usaha tersebut bisa 
memunculkan rasa nyaman kepada pengunjung begitu pula dengan pemasangan 
pagar pembatas dan pembuatan kolam bisa menambah keamanan dan keselamatan 
bagi pengunjung, begitu pula dengan petugas yang berada dilokasi melayani 
dengan santun dan ramah. Tetapi upaya tersebut terkadang memunculkan rasa 
kurang puas terhadap beberapa pengunjung karena tidak bisa mandi dibawah air 
terjun secara langsung, tetapi hal-hal tersebut dilakukan untuk mengutamakan 
keselamatan dan keamanan pengunjung. 
Pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan yang mengatur tentang kewajiban pengelola wisata menjamin 
kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan belum bisa 
terlaksanakan sepenunya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang jadi 
penghambat di dalam pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut: 
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a) Substansi hukum 
Substansi hukum sebagai salah satu komponen hukum, merupakan 
refleksi aturan-aturan yang berlaku, norma, dan perilaku masyarakat, 
bagaimana masyarakat mengapresiasi terhadap aturan-aturan formal sehingga 
muncul konsep hukum yang hidup di masyarakat yang tercakup dalam konsep 
ini. Substansi konsep juga meliputi apa yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang 
dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 
manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut 
peraturan perundang undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang 
mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.88 
Dilihat dari pengertian Fredman tersebut maka bisa disimpulkan bahwa 
pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 
menjadi pedoman bagi setiap lokasi wisata dan pengelolanya untuk 
memberikan pelayanan dan jaminan kepada pengunjung saat berkunjung ke 
lokasi wisata. Masyarakat juga berperan dalam substansi hukum karena apa 
yang dihasilkan dari perbuatan masyarakat juga menjadi suatu tolak ukur 
berhasil atau tidaknya penerapan dari Undang-undang tersebut dan kinerja dari 
para penegak hukum dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pelaksana Undang-
undang. Akan tetapi pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan juga kurang lengkap dalam mengatur mengenai 
batasan-batasan atau kriteria yang bisa memudahkan untuk melihat apakah 
                                                          























didalam memberikan jaminan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan 
keselamatan kepada wisatawan sudah terpenuhi atau belum di suatu lokasi 
wisata. Berkaitan dengan aturan tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan seharusnya di dalam pasal 26 huruf d Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tersebut menjelaskan 
dan mengatur tentang kriteria-kriteria apa saja yang bisa dijadikan patokan 
untuk mengukur seberapa nyaman dan aman suatu lokasi wisata untuk 
dikunjungi. 
 
b) Struktur hukum 
Jika dilihat secara struktural Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk 
berwenang untuk mengawasi kegiatan di kawasan wisata air terjun sedudo. 
Utamanya Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk mengawasi kinerja para 
petugas yang sedang dalam tugas sehingga bisa meminimalisir risiko tidak 
terpenuhinya atau tidak terlaksananya pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, karena kebanyakan petugas akan berada 
di posnya atau posisi yang seharusnya jika ada sidak dari Dinas Pariwisata. 
Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk kurang meningkatkan displin 
kerja para karyawan-karyawan yang bertugas di lokasi wisata air terjun sedudo. 
Karena kelalaian petugas juga menjadi salah satu penyumbang terjadinya 
kecelakaan di lokasi wisata. Dengan kekurangan rasa bertanggungjawab atas 
tugas yang diberikan kepada petugas tersebut maka sama saja dengan 






















c) Budaya hukum 
Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat 
hukum itu diberlakukan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi 
hukum yang sudah ditetapkan dapat diterapkan maka akan menjadi faktor 
pendukung. Tetapi disaat masyarakat tidak mau mematuhi peraturan tersebut 
maka akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam diterapkannya suatu 
peraturan. 
Berbicara mengenai pengertian hukum, hukum dapat diartikan sebagai 
suatu ilmu pengetahuan tentang disiplin, tentang kaidah, tentang tata hukum, 
tentang petugas (penegak hukum didalam penegakan hukum), tentang proses 
pemerintahan, tentang perilaku atau sikap dari tindakan yang menyimpang dari 
perilaku orang banyak. Didalam bagian norma hukum, hukum memiliki peran 
yang sangat penting. Norma adalah suatu aturan atau kebiasaan yang tumbuh 
dan dipakai didalam kehidupan bermasyarakat, sehingga makna dari sebuah 
norma tersebut adalah segala sesuatu aturan yang harus dipakai.89 
Cara pandang masyarakat terhadap hukum atau aturan juga berpengaruh 
terhadap penerapan pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan didalam menjamin kenyamanan, keramahan, 
keamanan, dan keselamatan wisatawan. Seperti pengunjung yang tidak mau 
tahu akan peraturan yang berlaku di lokasi wisata air terjun sedudo, padahal 
sudah jelas bahwa tidak boleh melewati pagar pembatas, tetapi masih ada 
                                                          






















segelintir orang yang tidak peduli dengan keselamatan mereka dengan 
mendekat ke air terjun sedudo. Faktor seperti inilah yang menjadi penyumbang 
paling besar dalam terjadinya kecelakaan di suatu lokasi wisata. Ini adalah salah 
satu alasan bahwa budaya kita belum sepenuhnya mentaati hukum atau aturan 
secara baik dan benar. 
1. Faktor pertama yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 26 huruf d 
Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah petugas 
yang tidak berada di pos yang dimana petugas tersebut harusnya berada. 
Pada saat peneliti melakukan kunjungan ke lokasi wisata peneliti hanya 
menemukan petugas yang berjaga di pos loket masuk, petugas yang 
membersihkan kolam dan kamar mandi hanya beberapa petugas tersebut 
yang dapat ditemukan oleh peneliti. Peneliti juga tidak melihat adanya 
petugas yang berjaga di sekitaran pagar pembatas padahal dari Dinas 
Pariwisata Kabupaten Nganjuk sudah diberikan atau ditempatkan dimana 
posisi petugas tersebut bertugas untuk meminimalisir tindakan atau 
kelakuan dari pengunjung yang tidak perduli terhadap peraturan, untuk 
mengantisipasi dan juga mengevakuasi pengunjung jika dari atas air terjun 
terdapat suatu ancaman yang bisa membahayakan keselamatan pengunjung 
hal-hal tersebut merupakan salah satu faktor kurangnya disiplin karyawan. 
Pos informasi yang seharusnya terdapat petugas disana juga tidak 
nampak ada petugas yang berjaga, padahal pos informasi sangat vital 






















dan juga membantu memberi peringatan kepada pengunjung jika terjadi 
suatu keadaan bahaya. 
2. Faktor kedua yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 26 huruf d 
Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah 
pengunjung yang tidak mau tahu akan peraturan yang berlaku di lokasi 
wisata air terjun sedudo, padahal sudah jelas bahwa tidak boleh melewati 
pagar pembatas, tetapi masih ada segelintir orang yang tidak peduli dengan 
keselamatan mereka dengan mendekat ke air terjun sedudo. 
Faktor seperti inilah yang menjadi penyumbang paling besar dalam 
terjadinya kecelakaan di suatu lokasi wisata. Pengelola sudah sebaik 
mungkin mengantisipasi, menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung 
tetapi dari pengunjung sendiri itulah hal-hal yang tidak di inginkan bisa 
mendatangkan malapetaka bagi pengunjung itu sendiri disaat pengunjung 
itu melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan. 
Hambatan dalam pelaksanaan pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terbagi menjadi dua yaitu hambatan 
internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal karena ketidak 
disiplinan petugas yang sering meninggalkan atau tidak berada dimana 
petugas tersebut seharusnya bertugas dan juga Undang-undang No.10 
Tahun 2009 tentang Kepariwisataan tidak mengatur secara jelas mengenai 
kriteria yang seharusnya dipenuhi oleh suatu objek wisata agar bisa 
dikatakan sudah memenuhi dan menjamin seluruh kenyamanan, 






















beraktifitas di kawasan tersebut. Sedangkan dari eksternal, masyarakat yang 
tidak perduli terhadap keselamatan diri mereka sendiri. Sedangkan Dinas 
Pariwisata Kabupaten Nganjuk sudah mengusahakan agar pelaksanaan 
pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan bisa diterapkan dengan baik dan benar. Beberapa upaya 
sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk diantaranya 
pemberian penjaga yang bertugas untuk menghalau masyarakat atau 
pengunjung yang melompati pagar pembatas, Dinas Pariwisata juga sudah 
memberikan himbauan dan peraturan tertulis yang dapat dibaca dengan 
jelas dan melarang setiap pengunjung yang ingin mendekat ke air terjun 































1.   Implementasi pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan belum dapat diterapkan seluruhnya secara baik di 
kawasan wisata air terjun sedudo yang disebabkan oleh beberapa faktor di 
antaranya: Undang-undangnya belum mengatur secara jelas, dari Dinas 
Pariwisata belum ada pengawasan secara berkala, tingkat kedisiplinan pegawai 
yang kurang baik dan budaya masyarakat yang tidak mentaati peraturan di 
lokasi wisata. 
2.   Faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 26 huruf d 
Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terbagi menjadi 3 
faktor yaitu: 
a. Substansi hukum 
Pasal 26 huruf d Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan kurang lengkap dalam mengatur mengenai batasan-batasan 
atau kriteria yang bisa memudahkan untuk melihat apakah didalam 
memberikan jaminan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan 
keselamatan kepada wisatawan sudah terpenuhi atau belum di suatu lokasi 
wisata, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 






















kriteria-kriteria apa saja yang bisa dijadikan patokan untuk mengukur 
seberapa nyaman dan aman suatu lokasi wisata untuk dikunjungi. 
b. Struktur hukum 
Jika dilihat secara struktural Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk 
berwenang untuk mengawasi kegiatan di kawasan wisata air terjun sedudo. 
Utamanya Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk mengawasi kinerja para 
petugas yang sedang dalam tugas sehingga bisa meminimalisir risiko tidak 
terpenuhinya atau tidak terlaksananya pasal 26 huruf d Undang-undang 
No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, karena kebanyakan petugas 
akan berada di posnya atau posisi yang seharusnya jika ada sidak dari Dinas 
Pariwisata. 
Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk kurang mengimplementasikan 
pasal 26 huruf d Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan secara maksimal, hal tersebut terbukti dengan tidak adanya 
petugas yang seharusnya berjada di dekat pagar pembatas. 
c. Budaya hukum 
Pengelola sudah sebaik mungkin mengantisipasi, menjaga keamanan 
dan keselamatan pengunjung tetapi dari pengunjung sendiri itulah hal-hal 
yang tidak di inginkan bisa mendatangkan malapetaka bagi pengunjung itu 
sendiri disaat pengunjung itu melanggar atau tidak mematuhi peraturan 

























1. Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk Sebaiknya, melakukan pengawasan secara 
berkala terhadap lokasi wisata sedudo hal tersebut bertujuan untuk mengetahui 
sebaik apa disiplin kerja para pegawai yang ditugaskan di sedudo agar tidak 
semena-mena dan meninggalkan tanggung jawab yang sudah diberikan 
kepadanya dan juga untuk memantau apakah kawasan wisata sedudo masih tetap 
aman dan layak untuk dikunjungi oleh masyarakat. 
  Opsi penambahan pengawas juga bisa digunakan yaitu dengan cara menambah 
seorang pekerja yang bertugas mengawasi dan memberi peringatan kepada setiap 
pengunjung, dikarenakan jika hanya mengandalkan kesadaran pengunjung pasti 
akan tetap memunculkan risiko, karena tidak semua pengunjung bisa mematuhi 
peraturan disuatu tempat wisata. Pengawas tersebut juga bisa difungsikan untuk 
mengawasi kinerja dari petugas-petugas yang lain yang suka meninggalkan 
kewajibannya saat bertugas. 
2. Masyarakat atau pengunjung seharusnya mematuhi segala peraturan yang 
ditetapkan oleh pengelola wisata sedudo jangan beranggapan bahwa pembeli 
adalah raja maka pengunjung bisa bertindak semaunya, sendiri jika terjadi hal-
hal yang tidak di inginkan maka biasanya pengunjung akan menyalahkan pihak 
pengelola, padahal pihak pengelola sudah berusaha sebaik mungkin untuk 
menjaga pengunjung agar aman dan nyaman saat berwisata tetapi budaya atau 
cara pandang masyarakatnya terhadap hukum atau aturan yang belum baik. 
3. Pengelola sebaiknya lebih banyak mensosialisasikan mengenai bahaya apa saja 






















larangan mengenai bahaya yang bisa terjadi sewaktu-waktu agar pengunjung 
sadar dan bisa berhati-hati terhadap daerah yang mungkin bisa membahayakan 
keselamatan mereka. 
Perlu ditambahkan juga didalam Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan khususnya dalam penjelasan pasal 26 huruf (e) mengenai kriteria-
kriteria apa saja yang wajib dipenuhi oleh pengelola di suatu lokasi wisata agar para 
pengunjung bisa merasa aman, tentram, dan nyaman ketika berwisata di objek 
wisata tersebut dan meminimalisir adanya kecelakaan di suatu lokasi wisata yang 
berasal dari kealpaan baik petugas maupun pengunjung. 
Bila seluruh objek wisata dapat dengan baik menerapkan pasal 26 huruf d 
Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka pariwisata di 
Indonesia akan memiliki daya saing yang tidak kalah dengan Negara-negara lain di 
bidang pariwisata. Karena Pariwisata juga mempunyai peranan penting dalam 
mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan 
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a. Daftar pertanyaan wawancara 
1. Apa pernah terjadi kecelakaan di kawasan wisata sedudo? 
a. Jika pernah berapa kali? 
2. Kecelakaannya disebabkan factor apa saja? 
3. Apa saja akibat dari kecelakaan tersebut? 
4. Yang mengelola sedudo sekarang dari dinas pariwisata atau pihak ketiga? 
a. Jika pihak ketiga yang mengelola, bagaimana upaya dinas pariwisata dalam 
melakukan control kualitas keamanan dan kenyamanan di sedudo? 
5. Apakah pengelola wisata sedudo sudah memberikan kenyamanan, 
perlindungan keamanan, dan keselamatan bagi wisatawan? 
6. Bagaimana hambatan dinas pariwisata, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan 
Kabupaten Nganjuk dalam menjamin kenyamanan, keramahan, keamanan, dan 
keselamatan wisata ? 
7. Jaminan keselamatan apa yang diberikan pihak pengelola wisata sedudo kepada 
pengunjung jika terjadi kecelakaan thd pengunjung? 
8. Apa yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata sedudo jika terjadi 
kecelakaan? 
a. Jika memberikan ganti rugi, ganti rugi yang bagaimana diberikan oleh 
pengelola wisata sedudo? 
9. Apakah ada asuransinya? 
a. perusahaan asuransi mana yang menanggung? 
10. Upaya apa yang dilakukan dinas pariwisata jika terjadi kecelakaan di tempat 


























1.  Apa anda sering berkunjung ke lokasi wisata air terjun sedudo? 
 
a. Ya  
b. Jarang 
c. Tidak pernah 
 






3. Apakah menurut anda wisata air terjun sedudo memiliki infrastruktur wisata 
yang baik? 
 
a. Kurang baik 
b. Baik 
c. Sangat baik 
 
4. Apakah menurut anda wisata air terjun sedudo memiliki standar wisata yang 
baik? 
 
a. Kurang baik 
b. Baik 
c. Sangat baik 
 






6. Apakah menurut anda wisata air terjun sedudo memiliki keamanan yang baik? 
 
a. Kurang baik 
b. Baik 























7. Apakah anda sudah merasa terlindungi dan terjamin keselamatan anda dalam 
berwisata di air terjun sedudo? 
a. Ya 
b. Tidak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
